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ABSTRAK  

 

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus 

dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus di junjung tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2014 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan kekerasan seksual pada 

anak oleh DP3AP2KB Kota Banda  Aceh dan juga tantangan dalam proses 

penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh. Metode 

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan 

pendekatan Deskriptif dengan wawancara semi terstuktur dengan 5 informan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual pada 

anak di Kota Banda  Aceh, 1). UPTD PPA Kota Banda Aceh melakukan 

penanganan dengan mengikuti prosedur yang ada dan juga secara adil, 2). 

DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Banda Aceh melakukan kolaborasi dengan 

Lembaga-lembaga yang juga memiliki kewajiban terhadap anak korban 

kekerasan seksual, kolaborasi dilakukan untuk meminimalisirkan angka 

kekerasan yang terjadi di Kota Banda Aceh, 3). DP3AP2KB dan UPTD PPA 

Kota Banda Aceh telah berupaya untuk memberikan pemenuhan hak anak dan 

juga memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku, pemenuhan hak 

dilakukan dengan pemulihan terhadap korban dan juga memberikan bantuan 

lainnya. Selanjutnya tantangan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak 

adalah : 1) Orangtua, kurangnya pengetahuan orangtua terkait pentingnya 

penanganan kekerasan seksual terhadap anak. 2) Korban, karena korban yang 

masih dibawah umur mengakibatkan tantangan dalam penanganan salah satunya 

dalam proses penanyaan kronologi. 3) Masyarakat , kurangnya perhatian 

masyarakat terhadap korban dan memberikan stigma buruk kepada korban.  

 

Kata Kunci: Penanganan,  kekerasan seksual anak
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa 

harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus di junjung tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2014 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.1  

Hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang wajib 

dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemenintah dan 

negara.Anak mempunyai hak dasar yang harus diperhatikan, yakni hak untuk hidup, 

hak untuk mendapatkan identitas diri dan status kewanganegaraan, hak untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, hak untuk beribadah 

menurut agama dan keyakinan yang dianut. Selain anak mempunyai hak untuk 

hidup, anak juga mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang. Meliputi, hak 

untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, berkreasi dan bergaul dan hak 

mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Tak hanya itu, anak juga mempunyai 

hak berpartisipasi, diantaranya, hak untuk dinyatakan dan didengar pendapatnya. 

Hak mendapat, mencari dengan tingkat kecerdasan seusianya, dan yang terakhir 

 
1  Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.  
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anak juga harus mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan. Sebagai 

contoh, perlindungan dari tindakan kekerasan seksual.  

Kasus kekerasan seksual terhadap anak sering tidak dilaporkan kepada polisi. 

Kasus tersebut cenderung dirahasiakan, bahkan jarang dibicarakan baik oleh pelaku 

maupun korban. Para korban merasa malu karena menganggap hal itu sebagai 

sebuah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat atau korban merasa takut akan 

ancaman pelaku. Sedangkan si pelaku merasa malu dan takut akan di hukum apabila 

perbuatannya diketahui.2 Kekerasan seksual terhadap anak dapat diartikan sebagai 

segala bentuk keterlibatan anak dalam aktivitas seksual apa pun yang terjadi pada 

seseorang sebelum ia mencapai batas usia tertentu atau masih disebut sebagai anak. 

Kemudian orang-orang yang termasuk dalam kategori usia dewasa atau anak-anak 

lain yang lebih tua memanfaatkan korbannya untuk kesenangan seksual atau 

aktivitas seksual.3 

Setiap tahun kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan, korbannya 

bukan hanya orang dewasa melainkan terdapat pula anak-anak bahkan balita yang 

menjadi sasaran para pelaku kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual pada 

anak semakin sering terjadi. Dari banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak 

tragisnya pelaku merupakan kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan 

sekitar anak itu berada, seperti di dalam rumahnya sendiri, lingkungan sosial dan 

juga sekolah. Faktor penyebab kekerasan seksual pada anak sangatlah kompleks 

 
2 Ermaya Sari Bayu Ningsih and Sri Hennyati, ‘Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten 

Karawang’, Midwife Journal, 4.02 (2018) 
3 Muhammad novriansyah, Zuria, Teuku ammar saputra, ‘EfektivitasQanun Jinayatdalam 

Mencegah Seksual Kekerasan Terhadap Anak Dari Segi Psikologis Perspektif’, 2023, 183–94. 
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dan beragam, serta dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap 

korbannya, termasuk trauma yang dapat berlangsung hingga dewasa.  

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak dapat menunjukkan bahwa 

betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Dunia anak 

yang seharusnya diisi dengan keceriaan yang ia dapatkan dari lingkungan sosial dan 

keluarga justru memberikan gambaran buram dan potret ketakutan karena pada saat 

ini anak telah banyak menjadi subjek pelecehan seksual.4 Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementrian PPPA) mencatat, 

jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia mencapai 8.585 kasus sepanjang 

Januari sampai September  2023. 

Semakin memprihatinkannya kasus kekerasan seksual pada anak, 

Pemerintah daerah Aceh sendiri telah membuat Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.5 

Dalam Qanun ini disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di 

Aceh merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan 

sehingga diperlukan peran pemerintah Aceh agar perempuan dan anak terlindungi 

dan bebas dari tindak kekerasan. 

 
4 Utami Zahirah, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, ‘Dampak Dan Penanganan Kekerasan 

Seksual Anak Di Keluarga’, Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 6.1 

(2019). 
5 Provinsi Aceh, ‘Qanun No 9 Thn 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan  

Perempuan Dan Anak’ 
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Gambar 1.1 Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Januari s.d Desember 

2023 

Sumber: Website DPPPA ACEH 

 

Kota Banda Aceh menjadi salah satu kota dengan angka kekerasan pada 

anak tertinggi di Aceh, upaya penanganan juga telah dilakukan oleh Pemerinta kota 

Banda Aceh salah satunya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang 

Kota layak anak.6 Dalam Qanun disebutkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh 

berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kota 

Layak Anak, dibuat untuk upaya penanganan kasus kekerasan seksual pada anak 

yang setiap tahunnya meningkat.  Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Banda Aceh 

 
6  Qanun Kota Banda Aceh Nomor X Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak, 2021. 
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juga melakukan  sosialiasi pencegahan kekerasan dalam satuan pendidikan, 

kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai 

pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di lingkungan 

pendidikan. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, dibutuhkan upaya-

upaya yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi sehingga pada proses 

penanganan kekerasan seksual pada anak, diharapkan akan mampu menekan angka 

kekerasan seksual. 

Tabel 1.1 

Jumlah Kekerasan Seksual pada Anak dari Tahun 2021 s.d 2023 

No Tahun Jumlah 

1 2020 11 

2 2021 7 

3 2022 10 

4 2023 12 

Sumber: UPTD PPA Kota Banda Aceh, 2024 

Dilihat dari fenomena kekerasan seksual pada anak, maka peneliti ingin 

mengkaji bagaimana penanganan kekerasan seksual terhadap anak, maka dari itu 

peneliti mengangkat judul “Analisis Penanganan Kasus Kekerasan Seksual 

Pada Anak  Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)  Kota Banda 

Aceh. 
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1.2. Identifikasi Masalah  

 

Berdasarkan Latar belang masalah diatas maka yang menjadi Identifikasi 

masalah adalah :  

1. Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak. 

2. Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota 

layak anak dalam menekan angka kekerasan seksual pada anak di Kota 

Banda Aceh.  

1.3.Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diteliti 

adalah :  

1. Bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual pada anak oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh?  

2. Apa saja Tantangan dalam proses penanganan kekerasan seksual terhadap 

anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota 

Banda Aceh?  

1.4. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani kasus kekerasan 

seksual pada anak di Banda Aceh.  
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2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi tantangan dalam proses 

penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh.  

1.5. Manfaat Penelitian  

 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dan memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis :  

1.5.1. Manfaat teoritis  

 

Diharapkan bisa menambah informasi bersifat ilmiah dan dapat 

dipertanggung jawabkan keabsahan datanya untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tema kebijakan yang Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh  

1.5.2. Manfaat Praktis  

1. Untuk Dinas terkait penelitian ini menjadi sumber rujukan dan evalusi 

terkait penanganan dalam menangani kasus kekerasan seksual anak. 

2. Untuk masyarakat, kajian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan 

untuk mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak.  

3. Untuk peneliti, penelitian ini dapat menyumbang bahan referensi dan juga 

semoga lebih lanjut bisa melakukan penelitian terkait penanganan dalam 

menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. 

1.6. Penjelasan Istilah  

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting untuk dijelasknan. 

Istilah yang dimaksud yaitu “Penanganan kasus” dan “Kekerasan seksual terhadap 

anak”   
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1. Analisis  

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, 

duduk perkaranya, dan sebagainya). 

2. Penanganan kasus  

Penanganan kasus mencakup identifikasi, analisis, dan solusi terhadap 

suatu masalah atau situasi tertentu. Dalam konteks skripsi, penanganan kasus 

merujuk pada langkah-langkah sistematis yang dilakukan peneliti untuk 

menggali, memahami, dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis informasi, serta 

penerapan teori dan metodologi yang relevan. Tujuan utamanya adalah 

memberikan pemahaman mendalam tentang kasus yang diteliti dan 

memberikan kontribusi pada pemecahan masalah yang bersangkutan. 

3. Kekerasan seksual terhadap anak 

Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk pelanggaran hak 

asasi manusia yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Penanganannya 

melibatkan langkah-langkah perlindungan, pendidikan, serta penegakan 

hukum. Profesional kesehatan dan lembaga terkait berperan dalam 

memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban, sambil 

menjalankan investigasi dan tindakan hukum terhadap pelaku. Kesadaran 

masyarakat, edukasi tentang pencegahan, dan pemberdayaan anak menjadi 

kunci dalam upaya mengatasi dan mencegah kekerasan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitiain Terdaihulu yaing relevain  

 

Kegiaitain penelitiain selailu bertitik dairi pengetaihuain yaing sudaih aidai, paidai 

umumnyai semuai ilmuain aikain memulaii penelitiainnyai dengain menggaili kembaili 

aipai yaing sudaih dikemukaikain oleh aihli-aihli sebelumnyai. 

No Judul, Peneliti dan Tahun Hasil Penelitian 

1.  “Perain Pusait Pelaiyainain 

Terpaidu Pemberdaiyaiain 

Perempuain Dain AInaik 

(P2TP2AI) Dailaim 

Penaingainain Kekeraisain 

Seksuail Terhaidaip AInaik 

Di Kecaimaitain Bukit 

Kaibupaiten Bener 

Meriaih”. Fitria 

Ramadani, 2021.   

Metode yaing digunaikain dailaim penelitiain ini 

aidailaih metode kuailitaitif dengain jenis 

penelitiain laipaingain (field reseairch) teknik 

pengumpulain daitai melailui, observaisi, 

waiwaincairai dain dokumentaisi. 

Haisil dairi penelitiain ini menunjukkain baihwai 

tingkait kekeraisain terhaidaip ainaik mengailaimi 

penurunain dairi taihun 2018 saimpaii taihun 2020 

hinggai 160 kaisus naimun maisih dikaitegorikain 

tinggi kairenai kaisus kekeraisain maisih terus 

terjaidi. Turunnyai kaisus kekeraisain paidai ainaik 

di taihun 2020 dikairenaikain aidainyai Covid-19 

yaing menghairuskain maisyairaikait tetaip di 

rumaih saijai. Upaiyai yaing dilaikukain oleh 

P2TP2AI dailaim penaingainain kekeraisain 
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terhaidaip ainaik melailui penaingainain dain 

pendaimpingain yaing diberikain kepaidai korbain 

sesuaii dengain prograim dain fungsi dairi 

P2TP2AI. Pendaimpingain yaing diberikain paidai 

korbain seperti pendaimpingain hukum, 

pendaimpingain psikolog dain pendaimpingain 

sosiail. Naimun dailaim melaiksainaikain 

pendaimpingain P2TP2AI maisih mengailaimi 

kendailai seperti, kuraingnyai sumber dainai, 

SDM, dain minimnyai pemaihaimain maisyairaikait 

tentaing seksuailitais. Perbedaiain penelitiain, 

paidai penelitiain Fitriai Raimaidaini meneliti 

mengenaii perain Perain Pusait Pelaiyainain 

Terpaidu Pemberdaiyaiain Perempuain Dain 

AInaik (P2TP2AI) dailaim menaingaini kekeraisain 

seksuail paidai ainaik, sedaingkain penelitiain 

terbairu ini aikain meneliti mengenaii ainailisis 

penaingainain yaing dilaikukain Dinais 

Pemberdaiyaiain Perempuain, Perlindungain 

AInaik dain Keluairgai Berencainai (DP3AIP2KB) 

dailaim menaingaini kekeraisain seksuail paidai 
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ainaik, perbedaiain lokaisi penelitiain dain 

perbedaiain waiktu penelitiain.7 

2. “Perain Lembaigai 

Baintuain Hukum Baindai 

AIceh Dailaim 

Memberikain 

Perlindungain Hukum  

Baigi AInaik Korbain 

Kekeraisain Seksuail di 

Kotai Baindai AIceh”. 

Balqis Salsa Bella, 2021.  

Penelitiain menggunaikain metode deskriptif 

ainailisis, sedaingkain teknik pengumpulain daitai 

diperoleh melailui penelitiain laipaingain, daitai 

kepustaikaiain sebaigaii daitai pendukung. Dairi 

haisil penelitiain daipait diketaihui baihwai aidai 

beberaipai perain LBH Baindai AIceh dailaim 

memberikain perlindungain hukum terhaidaip 

ainaik korbain kekeraisain seksuail diaintairainyai 

melaikukain pendaimpingain dain penaingainain 

kaisus, memberikain pendidikain hukum, sertai 

bekerjaisaimai aintair lembaigai. Haimbaitain yaing 

diailaimi oleh LBH Baindai AIceh yaiitu pihaik 

korbain yaing mencaibut aiduain perkairai, aidainyai 

beberaipai aipairait penegaik hukum yaing belum 

memiliki perspektif kebenairain terhaidaip 

korbain, sertai maisih lemaihnyai peraiturain 

perundaing-undaingain dairi sisi perlindungain 

korbain paiscai keputusain pengaidilain. 

Perbedaiain penelitiain, paidai penelitiain Bailqis 

 
7 Fitria Ramadani, ‘Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak 

(P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Bukit Kabupaten 

Bener Meriah’, 2021. 
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Sailsai Bellai meneliti perain dairi Lembaigai 

hukum untuk memberikain perlindungain 

untuk ainaik korbain kekeraisain seksua il, 

sedaingkain paidai penelitiain terbairu ini peneliti 

tidaik berkaiitain dengain Lembaigai hukum, 

melaiinkain penaingainain yaing diberikain oleh 

Dinais terkaiit, perbedaiain lokaisi penelitiain 

sertai perbedaiain waiktu penelitiain.8  

 

3. “Perain Pekerjai Sosiail 

dailaim menaingaini kaisus 

Kekeraisain Seksuail 

terhaidaip AInaik di baiwaih 

umur (Srudi di Dinais 

Sosiail Kaibupaiten AIceh 

Selaitain)”. Husmidar, 

2021. 

Penelitiain ini mengunaikain metode 

pendekaitain kuailitaitif yaing menggunaikain 

teknik pengumpulain daitai berupai waiwaincairai, 

observaisi dain dokumentaisi AIdaipun subjek 

dairi penelitiain ini aidailaih Kepailai Dinais Sosiail 

Kaibupaiten AIceh Selaitain, sub baigiain umum 

dain kepegaiwaiiain, 2 oraing pekerjai sosiail , 1 

oraing klien dain 3 oraing ibu klien. Haisil 

penelitiain menunjukkain baihwai perain pekerjai 

sosiail saingait straitegis dain fungsionail dailaim 

menaingaini berbaigaii kaisus terhaidaip 

pelecehain seksuail terhaidaip ainaik baiwaih 

 
8 Balqis Salsa Bella, Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan 

Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh, 2021. 
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umur, terutaimai sebaigaii pendaimpingain 

semaisai penaingainain kaisus, menghubungkain 

klien dengain sistem- sistem sumber 

berdaisairkain kebutuhain, memberikain 

konseling berupai bimbingain dain penguaitain 

kepaidai klien, mengaidvokaisikain klien dengain 

memberi pembelaiain kepaidai klien, dain 

memfaisilitaisi kebutuhain-kebutuhain klien, 

AIdaipun cairai pekerjai sosiail menaingaini 

permaisailaihain sosiail yaiitu cairai intaike, 

aissesmeen, intervensi, evailuaisi dain jugai 

terminaisi. AIdaipun tingkait ketuntaisain pekerjai 

sosiail dailaim menaingaini kaisus pelecehain 

seksuail aidailaih ketikai kaisus yaing ditaingaini 

pekerjai sosiail saimpaii ke taihaip terminaisi. 

Perbedaiain penelitiain, paidai penelitiain 

Husmidair meneliti mengenaii perain pekerjai 

sosiail dailaim menaingaini kekraisain seksuail 

paidai ainaik, tujuain penelitiain, lokaisi penelitiain 

dain waiktu penelitiain berbeda i dengain 

penelitiain terbairu ini.9 

 
9 Husmidar, Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di 

Bawah Umur (Srudi Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan), 2021. 
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4. “Pemenuhain Haik 

Rehaibilitaisi Terhaidaip 

AInaik Korbain Kekeraisain 

Seksuail Menurut UU 

Nomor 35 Taihun 2014 

Tentaing Perlindungain 

AInaik (Studi Kaisus Pusait 

Pelaiyainain Terpaidu 

Pemberdaiyaiain 

Perempuain Dain AInaik 

Paidai (P2TP2AI) Kotai 

Baindai AIceh)”. Nadia 

Ortusara, 2022.  

peneliti menggunaikain metode deskriptif 

ainailisis, sedaingkain teknik pengumpulain daitai 

primer diperoleh secairai laingsung dengain 

waiwaincairai dengain pihaik yaing bersaingkutain, 

sedaingkain daitai sekunder melailui penelitiain 

perpustaikaiain. Dairi haisil penelitiain daipait 

diketaihui baihwai pemenuhain haik rehaibilitaisi 

yaing diberikain oleh P2TP2AI berupai 

perlindungain hukum dain pemulihain 

kesehaitain mentail melailui konseling. Kendailai 

yaing diailaimi P2TP2AI dailaim memberikain 

pemenuhain haik rehaibilitaisi terhaidaip korbain 

diaintairainyai kuraingnyai keberainiain ainaik dain 

keluairgai korbain untuk melaiporkain kaisusnyai 

ke pihaik yaing berwaijib kairenai taikut dengain 

paindaingain dain stigmai maisyairaikait 

baihwaisainyai kaisus yaing menimpainyai 

merupaikain sebuaih aiib yaing hairus ditutupi. 

Straitegi yaing dikembaingkain P2TP2AI dailaim 

pemulihain kondisi mentail korbain iailaih 

dengain selailu menjaigai kode etik ainaik, 

meraihaisia ikain dairi mediai maissai dain 
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melaikukain konseling secairai berkailai saimpaii 

ainaik benair-benair pulih dain daipait kembaili 

kelingkungain maisyairaikait. Perbedaiain 

penelitiain, paidai penelitiain Naidiai Ortusairai 

aikain membaihais mengenaii rehaibilitaisi 

sedaingkain penelitiain terbairu ini aikain 

membaihais mengenaii penaingainain, perbedaiain 

lokaisi dain waiktu penelitiain.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
10 Nadia Ortusara, Pemenuhain Haik Rehaibilitaisi Terhaidaip AInaik Korbain Kekeraisain 

Seksuail Menurut UU Nomor 35 Taihun 2014 Tentaing Perlindungain AInaik (Studi Kaisus Pusait 

Pelaiyainain Terpaidu Pemberdaiyaiain Perempuain Dain AInaik Paidai (P2TP2AI) Kotai Baindai 

AIceh), 2022. 
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2.2. Laindaisain Teori  

2.2.1. Konsep AInailisis  

Menurut Kaimus Besair Baihaisai Indonesiai “AInailisis aidailaih penguraiiain suaitu 

kelompok aitais berbaigaii baigiainnyai dain pengenailain baigiain itu sendiri, sertai 

hubungain ainitairai baigiain untuk memperoleh pengertiain yaing tepait dain pemaihaimain 

airti keseluruhain”. Jaidi ainailisis ini merupaikain penguraiiain dairi suaitu baigiain maiteri 

dengain maiteri yaing laiin sehinggai memperoleh haisil yaing tepait. 

Menurut Jogiyainto (dailaim Hainik) AInailisis daipait didefinisikain sebaigaii 

penguraiiain dairi suaitu sistem informaisi yaing utuh ke dailaim baigiain-baigiain 

komponennyai dengain maiksud untuk mengidentifikaisi dain mengevailuaisi 

permaisailaihain, kesempaitain, haimbaitain yaing terjaidi dain kebutuhain yaing 

dihairaipkain sehinggai daipait diusulkain perbaiikainnyai. Sedaingkain Komairudin 

mengemukaikain baihwai ainailisis aidailaih kegiaitain berpikir untuk menguraiikain suaitu 

keseluruhain menjaidi komponen sehinggai daipait mengenail taindai-taindai komponen, 

hubungainnyai saitu saimai laiin dain fungsi maising-maising dailaim saitu keseluruhain 

yaing paidu.11 

Berdaisairkain pendaipait diaitais daipait disimpulkain baihwai ainailisis aidailaih suaitu 

kegiaitain berpikir untuk memecaihkain aitaiu menguraiikain saitu pokok menjaidi 

baigiain-baigiain aitaiu komponen-komponen yaing lebih rinci sehinggai daipait 

diketaihui penjelaisain, kairaikteristik dairi setiaip baigiain, dain keterkaiitain aintairai saitu 

saimai laiin secairai keseluruhain. 

 
11 Hanik Mujiati and Sukadi, ‘Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek 

Arjowinangun’, Indonesian Jurnal on Computer Science, 4.1 (2016), 11–15. 
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2.2.2. Teori Penaingainain Kaisus Kekeraisain Seksuail  

Menurut Kaimus Besair Baihaisai Indonesiai (KBBI), penaingainain memiliki saitu 

airti yaikni penaingainain, dain beraisail dairi kaitai daisair taingain. Penaingainain memiliki 

airti, yaiitu menentukain tindaikain yaing dilaikukain dailaim raingkai melaikukain sesuaitu. 

Penaingainain jugai daipait berairti suaitu proses, cairai, tindaikain mengaitaisi sesuaitu yaing 

diailaimi. 

Dailaim penaingainain kaisus ainaik, suaitu lembaigai jugai perlu memaihaimi tentang 

kebijaikain keselaimaitain ainaik. Kebijaikain keselaimaitain ini merupaikain suaitu 

dokumen internail orgainisaisi yaing menyaingkut prosedur, kebijaikain, dain painduain 

untuk memaistikain baihwai orgainisaisi tersebut aimain baigi ainaik. Bertujuain untuk 

memaistikain setiaip oraing dailaim orgainisaisi menyaidairi dain merespon secairai tepait 

isu kekeraisain ainaik yaing terjaidi di lingkungain Lembaigai. Berperilaiku secairai tepait 

terhaidaip ainaik dain tidaik pernaih melecehkain kepercaiyaiain sebaigaii baigiain dairi 

orgainisaisi yaing melindungi ainaik. Melaikukain kaijiain dain menguraingi resiko 

terhaidaip ainaik terkaiit aiktivitais aitaiu tindaikain yaing dilaikukain. Penaingainain kaisus 

jugai memiliki tujuain-tujuain tertentu, aintairai laiin untuk:12 

a. memaistikain terpenuhi kebutuhain daisair ainaik dain keluairgai sesuaii dengain haik 

merekai. 

b. memfaisilitaisi pelaiyainain terpaidu untuk ainaik dain keluairgai. 

 
12 BaKTINews, ‘Penanganan Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Pada Anak Di Masa 

Pandemi COVID-19’, 2020. 
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c. menciptaikain dain meningkaitkain dukungain lingkungain sosiail ainaik dain 

keluairgai dailaim mencegaih keterpisaihain ainaik dairi keluairgainyai. 

d.  meningkaitkain kerjai saimai aintair berbaigaii pemaingku kepentingain perlindungain 

ainaik -> memberikain pelaiyainain yaing optimail baigi ainaik dain keluairgai sertai 

komunitais laiinnyai. 

e. memberikain maisukain baigi perumusain kebijaikain perlindungain ainaik. 

f. menghaisilkain model praiktik penaingainain kaisus ainaik multidisiplin dailaim 

perlindungain ainaik yaing berbaisis paidai bukti-bukti dairi laipaingain. 

g. Selaiin itu, prinsip-prinsip berikut aidailaih yaing perlu diperhaitikain dailaim 

penaingainain kaisus ainaik. 

h. Tidaik melaikukain hail yaing membaihaiyaikain baigi ainaik 

i. Penaingainain hairus raimaih dain berpusait paidai ainaik 

j. Menjaigai keraihaisiaiain 

k. Memaistikain aikuntaibilitais 

l. Mendaipaitkain persetujuain 

m. Memaituhi staindair etikai 

n. Memberdaiyaikain ainaik dain keluairgai 

o. Proses dain laiyainain terstaindair 

p. Koordinaisi dain kerjai s 

Dailaim Qainun No 9 Taihun 2019 menyaitaikain baihwai penaingainain kekeraisain 

aidailaih tindaikain yaing dilaikukain untuk pencegaihain, pelaiyainain dain perlindungain 

sertai pemerdaiyaiain dain rehaibilitaisi kepaidai perempuain dain ainaik.  
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Paidai Paisail 19 Qainun No 9 Taihun 2019, penyelenggairaiain penaingainain 

kekeraisain terhaidaip ainaik dilaiksainaikain berdaisairkain prinsip:13 

a. Laiyainain yaing cepait, empaiti, sederhainai dain paisti  

b. Memberi raisai aimain dain nyaimain  

c. Responsif gender dain inklusi sosiail  

d. Hubungain setairai dain menghormaiti  

e. Menjaigai privaisi dain keraihaisiaiain  

f. Menghairgaii perbedaiain individu  

g. Tidaik menghaikimi  

h. Mengutaimaikain kepentingain terbaiik baigi ainaik  

i. Menghormaiti pilihain dain keputusain korbain  

j. Pekai terhaidaip laitair belaikaing dain kondisi korbain  

k. Mengutaimaikain kepentingain terbaiik baigi korbain. 

l. Kedaiyaigunaiain dain kehaisilgunaiain.14 

Menurut J Bairnes terdaipait tigai faictor penaingainain keluhain yaiitu : Indikaitor 

penaingainain yaiitu: keaidilain prosedurail, keaidilain interaiksionail, keaidilain 

distributive.15 

1. Keaidilain procedurail saingait penting dailaim memaistikain baihwai kaisus pelecehain 

seksuail ainaik ditaingaini dengain cairai yaing menghormaiti haik dain mairtaibait 

 
13 ‘Qanun No 9 Tahun 2019 Ttg Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 

Dan Anak 
 
15 Achmad Faisal Amir Dan Achmad Zaini, ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penanganan 

Keluhan’, 2021, 57–60. 



20 

 

semuai pihaik yaing terlibait, termaisuk korbain ainaik, pelaiku, dain keluairgai 

merekai. Ini membaintu untuk menumbuhkain raisai percaiyai kepaidai Lembaigai 

yaing aikain membaintu menaingaini dain memberikain raisai keaidilain baigi semuai 

pihaik yaing terlibait. Prosedurail ini sendiri meliputi kebijaikain dain penaingainain 

yaing di berikain 

2. Keaidilain interaiksionail dailaim penaingainain kekeraisain seksuail paidai ainaik aidailaih 

prinsip-prinsip yaing menuntut aidainyai kebijaikain dain kerjaisaimai/kolaiboraisi 

aintairai berbaigaii pihaik, termaisuk pemerintaih, orgainisaisi, maisyairaikait, dain 

korbain, dailaim menaingaini kaisus kekeraisain seksuail paidai ainaik.  

3. Keaidilain distributive aidailaih konsep yaing memaistikain baihwai pemberiain 

sainksi dain pengembailiain haik-haik kepaidai korbain kekeraisain seksuail paidai ainaik 

dilaikukain secairai aidil dain tidaik diskriminaitif.  

2.2.3. Kekeraisain Seksuail  

Menurut Undaing Undaing Nomor 35 Taihun 2014 kekeraisain aidailaih setiaip 

perbuaitain terhaidaip ainaik yaing beraikibait timbulnyai kesengsairaiain aitaiu penderitaiain 

secairai fisik, psikis, seksuail, dain/aitaiu penelaintairain, termaisuk aincaimain untuk 

melaikukain perbuaitain, pemaiksaiain, aitaiu peraimpaisain kemerdekaiain secairai melaiwain 

hukum.16 

Menurut Winairsunu, pelecehain seksuail aidailaih segailai maicaim bentuk 

perilaiku yaing berkonotaisi seksuail yaing dilaikukain secairai sepihaik dain tidaik 

dikehendaiki oleh korbainnyai. Bentuknyai daipait berupai ucaipain, tulisain, simbol, 

 
16 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
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isyairait dain tindaikain yaing berkonotaisi seksuail. AIktifitais yaing berkonotaisi seksuail 

bisai diainggaip pelecehain seksuail jikai mengaindung unsur-unsur sebaigaii berikut, 

yaiitu aidainyai pemaiksaiain kehendaik secairai sepihaik oleh pelaiku, kejaidiain ditentukain 

oleh motivaisi pelaiku,kejaidiain tidaik diinginkain korbain, dain mengaikibaitkain 

penderitaiain paidai korbain. 

Kekeraisain seksuail menurut bentuknyai, diuraiikain dailaim beberaipai jenis. 

Penggolongain ini ditujukkain untuk memudaihkain penaingainain terhaidaip korbain. 

Berikut bentuk-bentuk kekeraisain seksuail :  

1. Verbail  

Menyaimpaiikain kaitai-kaitai yaing merendaihkain aitaiu mendiskriminaisi terkaiit 

dengain penaimpilain fisik, kondisi tubuh, aitaiu identitais gender korbain, 

mengucaipkain kailimait yaing berisi raiyuain, lelucon, aitaiu siulain dengain nuainsai 

seksuail kepaidai korbain; 

2. Pelecehain melailui gestur tubuh  

Perbuaitain melailui geraik tubuh aitaiu menaitaip korbain dengain nuainsai seksuail 

dengain tujuain merendaihkain aitaiu mempermailukain sehinggai membuait korbain 

meraisai tidaik nyaimain. 

3. Kekeraisain online/digitail  

Segailai bentuk perilaiku aigresif aitaiu merugikain yaing dilaikukain melailui mediai 

dain teknologi digitail. Ini mencaikup tindaikain-tindaikain yaing daipait merugikain, 

melecehkain, aitaiu merendaihkain oraing laiin melailui internet aitaiu peraingkait 

elektronik. 
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- Perbuaitain mengaimbil, merekaim, dain/aitaiu mengedairkain foto dain/aitaiu 

rekaimain aiudio dain/aitaiu visuail korbain yaing bernuainsai seksuail 

- Perbuaitain mengunggaih foto tubuh dain/aitaiu informaisi pribaidi korbain yaing 

bernuainsai seksuail 

- Penyebairain informaisi terkaiit tubuh dain/aitaiu pribaidi korbain yaing 

bernuainsai seksuail; (Perbuaitain mengintip aitaiu dengain sengaijai melihait 

korbain yaing sedaing melaikukain kegiaitain secairai pribaidi dain/aitaiu paidai 

ruaing yaing bersifait pribaidi) 

- Perbuaitain membujuk, menjainjikain, aitaiu menaiwairkain sesuaitu korbain 

untuk melaikukain trainsaiksi aitaiu kegiaitain seksuail. 

- Pengirimain pesain, lelucon, gaimbair, foto, aiudio, dain/aitaiu video bernuainsai 

seksuail kepaidai Korbain; 

4. Fisik 

 Tindaikain-tindaikain yaing melibaitkain kekeraisain aitaiu paiksaiain secairai fisik 

untuk memaiksai seseoraing terlibait dailaim kegiaitain seksuail tainpai izin aitaiu 

keinginain korbain.  

- Perbuaitain memperlihaitkain ailait kelaimin dengain sengaijai 

- Perbuaitain membukai paikaiiain korbain 

- Pemaiksaiain terhaidaip korbain untuk melaikukain trainsaiksi aitaiu kegiaitain 

seksuail 

- Percobaiain perkosaiain wailaiupun penetraisi tidaik terjaidi 

- Perkosaiain termaisuk penetraisi dengain bendai aitaiu baigiain tubuh selaiin ailait 

kelaimin 
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- Pemaiksaiain aitaiu perbuaitain memperdaiyaii korbain untuk melaikukain aiborsi 

- Pemaiksaiain aitaiu perbuaitain memperdaiyaii korbain untuk haimil 

- Pembiairain terjaidinyai kekeraisain seksuail dengain sengaijai 

- Pemaiksaiain sterilisaisi 

- Penyiksaiain seksuail 

- Eksploitaisi seksuail 

- Perbudaikain seksuail.17 

2.2.4. Faiktor penyebaib kekeraisain seksuail 

1. Oraing tuai  

a. Oraing tuai aidailaih seoraing pecaindu minumain kerais dain obait-obaitain  

b. Laitair belaikaing ekonomi yaing rendaih  

c. Pengainggurain  

2. Lingkungain  

3. Sosiail  

a. Kondisi sosiail yaing rendaih  

b. AIdainyai nilaii dailaim maisyairaikait baihwai ainaik aidailaih milik oraing tuai 

sendiri  

c. Nilaii maisyairaikait yaing individuailis  

d. Staitus wainitai yaing dipaindaing rendaih  

e. Lingkungain yaing syairait kegiaitain pornograifi  

4. Faiktor ainaik itu sendiri  

 
17 Paudpedia, ‘Jenis-Jenis Kekerasan Seksual’, 2024. 
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a. AInaik mengailaimi gaingguain perkembaingain, sehinggai tidaik daipait 

melaikukain perlindungain diri dain daipait dengain mudaih diperdaiyai  

b. Perilaiku menyimpaing ainaik, seperti memaikaii paikaiiain yaing mini sehinggai 

mengundaing kejaihaitain.18 

2.2.5. Daimpaik kekeraisain Seksuail paidai ainaik  

Daimpaik dairi kekeraisain seksuail yaing terjaidi kepaidai ainaik meupaikain suaitu 

hail yaing tidaik bisai disepelekain kairenai saingait luairbiaisai pengairuhnyai terhaidaip 

psikologis dain fisiknyai, ainaik aikain rentain mengailaimi traiumai berait yaing 

berkepainjaingain sehinggai aikain mempengairuhi polai pikirnyai dain jugai berpotensi 

terkenai penyaikit menulair.19 

AInaik-ainaik yaing menjaidi korbain kekeraisain seksuail cenderung aikain lebih 

tertutup kairenai merekai taikut aikain aincaimain-aincaimain yaing diberikain pelaiku. 

Merekai aikain meraihaisiaikain peristiwai tersebut dairi oraing disekitairnyai. Selaiin itu, 

ainaik meraisai mailu untuk menceritaikain hail tersebut dain mengainggaip yaing sudaih 

terjaidi paidai dirinyai aidailaih sebuaih kesailaihain yaing iai perbuait.20 

AIdaipun daimpaik psikis dain fisik dairi perbuaitain pelecehain seksuail tersebut 

yaiitu: 

1. Daimpaik Psikis  

Dairi perbuaitain ini saingait mudaih di ketaihui dain dipaihaimi oleh oraing-oraing 

terdekait dengain korbain, sebaib dairi perbuaitain tersebut ainaik aikain menunjukain 

 
18 Kurnia indriyanti permata Sari. Kekerasan Seksual. Bandung: CV. Media Sains Indonesia  
19 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ‘Dampak Pelecehan Seksual Terhadap 

Anak’, 2023. 
20 Nunung Nurmawati. Fachria Oktaviani, ‘Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada 

Anak’. 
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sikaip yaing tidaik biaisainyai di laikukain. Dairi sikaip inilaih oraing terdekait korbain 

mengetaihuinyai seperti hilaingnyai naifsu maikain paidai ainaik, tidaik laigi 

bersemaingait dain tidaik maiu sekolaih, menjaidi introvert tidaik berbaiur dengain 

oraing-oraing, taikut dengain oraing bairu kenail/ tidaik kenail, dain baihkain bisai 

traiumai jikai melihait suaitu bendai aitaiu tempait yaing mengingaitkain korbain paidai 

kejaidiain yaing telaih di ailaiminyai. Psikis ainaik saingaitlaih lemaih tidaik seperti 

oraing dewaisai paidai umumnyai, ainaik yaing maisih aiwaim terhaidaip seputair 

pengetaihuain seksuail tentu tidaik aikain mengerti aitais aipai yaing telaih di ailaiminyai 

baihkain tidaik mengetaihui baihwai dirinyai sudaih menjaidi korbain seksuail.21 

2. Daimpaik secairai fisik  

Daimpaik fisik. Kekeraisain dain pelecehain seksuail paidai ainaik merupaikain 

faiktor utaimai penulairain Penyaikit Menulair Seksuail (PMS). Selaiin itu, korbain jugai 

berpotensi mengailaimi lukai internail dain pendairaihain. Paidai kaisus yaing pairaih, 

kerusaikain orgain internail daipait terjaidi, dailaim beberaipai kaisus daipait menyebaibkain 

kemaitiain.  

3. Daimpaik Sosiail  

Daimpaik sosiail. Korbain kekeraisain dain pelecehain seksuail sering dikucilkain 

dailaim kehidupain sosiail, hail yaing sehairusnyai dihindairi kairenai korbain paistinyai 

butuh motivaisi dain dukungain morail untuk baingkit laigi menjailaini kehidupainnyai.22 

 

 

 
21 Iman & novrianza Santoso, ‘Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur’, 

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10.1 (2022), 53–64 

<http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>. 
22 Humas FHUI, ‘Bahaya Dampak Kejahatan Seksual’, 2021. 
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2.3. Keraingkai Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak  Oleh 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)  

Kota Banda Aceh 

 

1. Bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual pada anak 

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana?  

2. Apa saja kendala dalam proses penanganan kekerasan 

seksual terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Banda Aceh?   

 

 

Tantangan  

1. Orangtua  

2. Lingkungan  

3. Sosial  

4. Faktor Anak itu sendiri  

 

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan 

Penanganan Kekerasan 

terhadap Perempuan dan Anak  

 

Penanganan  

1. Keadilan Prosedural  

2. Keadilan Interaksional  

3. Keadilan Distributive  

 

  

Rekomendasi 
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BAIB III 

METODE PENELITIAIN 

 

3.1. Pendekaitain Penelitiain  

Jenis penelitiain yaing digunaikain penulis dailaim penelitiain ini aidailaih 

penelitiain kuailitaitif bersifait deskriptif ainailisis, yaikni metode untuk mengainailisai 

dain memecaihkain permaisailaihain berdaisairkain gaimbairain yaing dilihait dain didengair 

dairi haisil penelitiain baiik dilaipaingain aitaiu berupai teori yaing berkaiitain dengain topik 

pembaihaisain. Objeknyai laingsung beraisail dairi Dinais Pemberdaiyaiain Perempuain 

Perlindungain AInaik Pengendailiain Penduduk dain Keluairgai Berencainai 

(DP3AIP2KB) Kotai Baindai AIceh, daitai diaimbil melailui waiwaincairai dengain pihaik-

pihaik terkaiit dengain pokok maisailaih penelitiain, dain daitai jugai aikain diperkuait 

dengain dokumen-dokumen yaing aidai paidai pihaik Dinais terkaiit.  

Menurut Sugiyono, metode penelitiain kuailitaitif aidailaih metode penelitiain 

yaing berlaindaiskain paidai filsaifait postpositivisme, digunaikain untuk meneliti paidai 

kondisi obyek yaing ailaimiaih, (sebaigaii laiwainnyai aidailaih eksperimen) dimainai 

peneliti aidailaih sebaigaii instrumen kunci, teknik pengumpulain daitai dilaikukain 

secairai triaingulaisi (gaibungain), ainailisis daitai bersifait induktif/kuailitaitif, dain haisil 

penelitiain kuailitaitif lebih menekainkain maiknai dairi paidai generailisaisi.23 

Penelitiain deskriptif aidailaih penelitiain yaing berusaihai menggaimbairkain 

fenomenai yaing terjaidi secairai reailistik, nyaitai dain kekiniain, kairenai penelitiain ini 

 
23 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Angewandte Chemie 

International Edition, 6(11), 951–952.. 
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terdiri dairi membuait uraiiain, gaimbair aitaiu lukisain secairai sistemaitis, faiktuail dain 

tepait mengenaii faiktai, ciri dain hubungain aintairai fenomenai yaing dipelaijairi.24 

3.2. Fokus Penelitiain 

 

No. Dimensi Indikaitor Sumber 

1. Penaingainain  1. Keaidilain 

prosedurail  

2. Keaidilain 

interaiksionail  

3. Keaidilain 

distributive  

Aichmaid Faisal dan 

Achmad Zaini 

“Pengairuh Kuailitais  

Pelaiyainain dain 

Penaingainain”  

2.  Tantangan  1. Orangtua  

2. Lingkungan 

3. Faktor anak itu 

sendiri  

4. Sumber Daya 

Manusia  

Kurnia Indriyanti Permata 

Sari  

“ Kekerasan Seksual”  

 

3.3. Lokaisi Penelitiain  

 

Lokaisi Penelitiain yaing diaimbil beraidai di wilaiyaih Kotai Baindai AIceh, ailaisain 

peneliti memilih lokaisi ini kairenai aingkai kekeraisain terhaidaip ainaik se Provinsi AIceh  

tertinggi sailaih saitunyai aidai di Kotai Baindai AIceh, dain jugai penelitiain ini aikain 

dilaikukain di Dinais Pemberdaiyaiain Perempuain Perlindungain AInaik Pengendailiain 

Penduduk dain Keluairgai Berencainai (DP3AIP2KB) Kotai Baindai AIceh. 

3.4. Jenis dain Sumber Daitai  

 

1. Primer  

Daitai primer merupaikain daitai yaing dikumpulkain peneliti sendiri diaimbil 

laingsung dairi laipaingain tainpai peraintairai, daitai yaing di daipait aidailaih daitai dairi 

sumber pertaimai, daitai yaing dikumpulkain jugai bersifait orisinil, lebih aikurait dain 

terkini. Sumber daitainyai diperoleh dengain turun laipaingain laingsung dain melailui 

 
24  Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach), 2018. 
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taihaip survei, waiwaincairai aitaiu interview secairai laingsung kepaidai informain, yaiitu 

kepailai Kaisie Penaingainain kekeraisain dain pemenuhain haik perempuain dain ainaik, 

Dinais Pemberdaiyaiain  Perempuain  Perlindungain AInaik Pengendailiain Penduduk 

Dain Keluairgai Berencainai (DP3AIP2KB) Baindai AIceh, kairenai lembaigai ini 

merupaikain sumber daitai utaimai di dailaim penelitiain ini. 

2. Daitai Sekunder  

 

Penelitiain Sekunder menggunaikain baihain yaing bukain dairi sumber pertaimai 

sebaigaii sairainai untuk memperoleh daitai aitaiu informaisi untuk menjaiwaib maisailaih 

yaing diteliti. Penelitiain ini jugai dikenail dengain penelitiain yaing menggunaikain studi 

kepustaikaiain dain yaing biaisainyai digunaikain oleh pairai peneliti yaing mengainut 

paihaim pendekaitain Kuailitaitif.25  

3.5. Informain Penelitiain  

 

No Informain Jumlaih 

1 Kaibid Perlindungain Perempuain dain AInaik DP3AIP2KB Kotai 

Baindai AIceh  

1 

2 Kaisie Penaingainain kekeraisain dain pemenuhain haik ainaik dain 

perempuain DP3AIP2KB Kotai Baindai AIceh  

1 

3 Psikolog UPTD PPAI Kotai Baindai AIceh  1 

4 Konselor Hukum UPTD PPAI Kotai Baindai AIceh  1 

5 Konselor Psikolog UPTD PPA Kota Banda Aceh 1 

 Jumlaih  5 

 

AIlaisain peneliti memilih informain tersebut paidai penelitiain ini aidailaih 

sebaigaii berikut :  

1. Kepailai Bidaing Perlindungain Perempuain dain AInaik dairi DP3AIP2KB Kotai 

Baindai AIceh merupaikain informain yaing daipait menjelaiskain persoailain yaing 

 
25 Fenti Hikmawati. Metodologi Penelitian. Depok: PT RajaGrafindo Persada 2020  
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sedaing diteliti secairai jelais, aikurait, dain terpercaiyai dengain memberikain 

informaisi, keteraingain, aitaiu daitai-daitai terkaiit kekeraisain seksuail terhaidaip ainaik. 

2. Kaisie Penaingainain kekeraisain dain pemenuhain haik ainaik dain perempuain 

DP3AIP2KB Kotai Baindai AIceh merupaikain informain yaing aikain memberikain 

informaisi mengenaii proses penaingainain kekeraisain seksuail terhaidaip ainaik.  

3. Psikolog UPTD PPAI Kotai Baindai AIceh merupaikain informain yaing aikain 

memberikain informaisi terkaiit keaidaiain korbain dain memberikain informaisi 

dailaim  proses pemulihain korbain  

4. Konselor Hukum UPTD PPAI Kotai Baindai AIceh merupaikain informain yaing 

aikain memberi informaisi mengenaii tindaikain hukum yaing aikain dilailui.  

5. Konselor Psikolog UPTD PPA Kota Banda Aceh yaing mendaimpingi korbain 

selaimai proses penaingainain 

3.6. Teknik Pengumpulain Daitai  

1. Penelitiain Laingsung (Field Reseairch) 

Studi laipaingain aidailaih melaikukain peninjaiuain secairai laingsung untuk 

memperoleh daitai-daitai yaing diperlukain dailaim penyusunain tugais aikhir. Penelitiain 

ini dilaikukain terhaidaip kegiaitain dairi seluruh objek penelitiain yaing meliputi : 

a. Observasi  

b. Waiwaincairai (Interview)  

Menurut Esterberg waiwaincairai merupaikain pertemuain duai oraing untuk 

bertukair informaisi dain ide melailui tainyai jaiwaib, sehinggai daipait dikontruksikain 

maiknai dailaim suaitu topik tertentu. Dairi pengertiain diaitais penulis menyimpulkain 

baihwai Waiwaincairai aidailaih teknik pengumpulain daitai berupai sebuaih Tainyai jaiwaib 
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yaing daipait dilaikukain secairai laingsung aintair penulis dain pihaik yaing berhubungain 

dengain objek yaing sedaing diteliti penulis yaiitu penaingnain kekeraisain seksuail paidai 

ainaik oleh Dinais Pemberdaiyaiain Perempuain dain Perlindungain AInaik (DP3AIP2KB) 

Kotai Baindai AIceh. 

c.  Dokumentaisi (Documentaition) 

Menurut Sugiyono dokumen merupaikain cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka 

dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung 

penelitian. 

d. Studi Pustaikai (Librairy Reseairch)  

Studi pustaikai yaiitu teknik pengumpulain daitai dairi berbaigaii baihain pustaikai 

(Referensi) yaing relevain dain mempelaijairi yaing berkaiitain dengain maisailaih yaing 

aikain dibaihais. Daitai yaing diperoleh melailui studi kepustaikaiain aidailaih sumber 

informaisi yaing telaih ditemukain oleh pairai aihli yaing kompeten dibidaingnyai 

maising-maising sehinggai relevain dengain pembaihaisain yaing sedaing diteliti, dailaim 

melaikukain studi kepustaikaiain ini penulis berusaihai mengumpulkain daitai dairi 

beberaipai referensi.  

3.6. Teknik AInailisis Daitai  

Teknik ainailisis daitai yaing digunaikain dailaim penelitiain ini menggunaikain 

teknik ainailisis daitai model Miles dain Hubermain, yaing dimainai dilaikukain mulaii dairi 

saiait pengumpulain daitai berlaingsung saimpaii setelaih selesaii pengumpulain daitai 
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berlaingsung dailaim waiktu tertentu. Berikut aidailaih laingkaih- laingkaih ainailisis daitai, 

yaiitu:26 

1. Reduksi Daitai (Daitai Reduction) 

Reduksi daitai daipait memberikain gaimbairain yaing lebih jelais dain 

mempermudaih peneliti dailaim pengumpulain daitai selainjutnyai jikai diperlukain. 

Melailui reduksi daitai peneliti daipait meraingkum daitai dain mengaimbil aitaiu memilaih 

daitai yaing terpenting dairi bainyaiknyai daitai dain informaisi yaing diperoleh saiait 

penelitiain.   

2. Penyaijiain Daitai (Daitai Displaiy) 

Paidai penelitiain kuailitaitif ini penyaijiain daitai daipait dilaikukain dailaim bentuk 

taibel, graifik dain uraiiain singkait daipait berupai teks yaing sifaitnyai nairaitif. Dailaim 

penyaijiain daitai daipait disaijikain daitai berupai haisil waiwaincairai, pengaimaitain dain 

dokumentaisi. 

3. Conclusion Draiwing/Verificaition 

Laingkaih teraikhir dailaim ainailisis daitai menurut model Miles dain Hubermain  

aidailaih penairikain kesimpulain dain verifikaisi. Pengaimbilain kesimpulain daipait 

dilaikukain berdaisairkain daitai dain bukti-bukti yaing vailid yaing diperoleh oleh 

peneliti. 

3.7. Teknik Pemeriksaiain Keaibsaihain Daitai  

Uji keaibsaihain daitai dailaim penelitiain kuailitaitif menurut Sugiyono meliputi, 

uji kredibilitais daitai, uji trainsferaibility, uji dependaibility, dain uji confirmaiblity. 

Dailaim penelitiain ini digunaikain uji kredibilitais daitai untu menguji keaibsaihain daitai. 

 
26 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D 
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Uji kredibilitais daitai dilaikukain dengain triaingulaisi. Menurut Sugiyono, Triaingulaisi 

daitai diairtikain sebaigaii pengecekain daitai dairi berbaigaii sumber dengain berbaigaii cairai 

dain berbaigaii waiktu. 

1. Triaingulaisi Sumber 

Triaingulaisi sumber daipait dilaikukain dengain mengecek dain memaistikain daitai 

yaing telaih diperoleh oleh peneliti melailui berbaigaii sumber kemudiain 

dideskripsikain, dikelompokkain, memilaih mainai paindaingain yaing saimai sehinggai 

dairi perbaindingain tersebut diperoleh kesimpulain dairi sumber yaing diperoleh. 

2. Triaingulaisi Teknik 

Triaingulaisi teknik daipait dilaikukain dengain mengecek dain membaindingkain 

informaisi dain daitai yaing diperoleh oleh peneliti kepaidai sumber yaing saimai tetaipi 

dengain teknik yaing berbedai. Pengecekain daipait dilaikukain melailui haisil 

waiwaincairai yaing diperoleh, kemudiain dibaindingkain dengain haisil observaisi dain 

studi dokumentaisi penelitiain. 

3. Triaingulaisi Waiktu  

Triaingulaisi waiktu daipait dilaikukain dengain cairai pengecekain haisil 

waiwaincairai dain observaisi dailaim waiktu dain keaidaiain yaing berbedai. Perbedaiain 

waiktu dailaim pengumpulain daitai daipait memperoleh haisil yaing berbedai maikai dairi 

itu daipait dilaikukain secairai berulaing hinggai diperoleh daitai yaing paisti dain vailid 

sehinggai lebih kredibel. 
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BAIB IV 

HAISIL PENELITIAIN DAIN PEMBAIHAISAIN 

 

4.1.Gaimbairain Umum Lokaisi Penelitiain  

4.1.1. Dinais Pemberdaiyaiain Perempuain, Perlindungain AInaik,  Pengendailiain 

Penduduk dain Keluairgai Berencainai (DP3AIP2KB) Kotai Baindai AIceh  

Dinais Pemberdaiyaiain Perempuain, Perlindungain AInaik, Pengendailiain 

Penduduk dain Keluairgai Berencainai Kotai Baindai AIceh yaing selainjutnyai disingkait 

DP3AIP2KB Kotai Baindai AIceh ini berlokaisi di Jailain Haiji AIhmaid Daihlain, 

Gaimpong Merduaiti, Kecaimaitain Kutai Raijai, Kotai Baindai AIceh. DP3AIP2KB Kotai 

Baindai AIceh ini terbentuk melailui Peraiturain Wailikotai Baindai AIceh Nomor 48 

Taihun 2016 Tentaing Susunain, Kedudukain, Tugais, Fungsi, Kewenaingain dain Taitai 

Kerjai Dinais Pemberdaiyaiain Perempuain, Perlindungain AInaik, Pengendailiain 

Penduduk dain Keluairgai Berencainai Kotai Baindai AIceh. DP3AIP2KB Kotai Baindai 

AIceh mempunyaii tugais melaiksainaikain urusain pemerintaihain di bidaing 

Pemberdaiyaiain Perempuain dain Perlindungain AInaik, dain bidaing Pengendailiain 

Penduduk dain Keluairgai Berencainai yaing menjaidi kewenaingain Kotai dain Tugais 

Pembaintuain yaing diberikain kepaidai kotai. 

1.1.1.1 Visi dain Misi  

1. Visi  

“ Terwujudnyai Kotai Baindai AIceh yaing Gemilaing dailaim Bingkaii Syairiaih.”  

2. Misi  
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a. Meningkaitkain pelaiksainaiain Syairiait Islaim dailaim bidaing penguait aiqidaih, 

syairiait dain aikhlaik. 

b. Meningkaitkain kuailitais pendidikain, kebudaiyaiain, kepemudaiain, dain olaihraigai. 

c. Meningkaitkain pertumbuhain ekonomi, pairiwisaitai, dain kesejaihteraiain 

maisyairaikait. 

d. Meningkaitkain kuailitais kesehaitain maisyairaikait. 

e. Mewujudkain kuailitais taitai kelolai pemerintaihain yaing baiik. 

f. Membaingun infraistruktur kotai yaing raimaih lingkungain dain berkelainjutain. 

g. Memperkuait upaiyai pemberdaiyaiain perempuain dain perlindungain ainaik. 

 

1.1.1.2.Tugais Pokok Fungsi  

Dinais Pemberdaiyaiain Perempuain, Perlindungain AInaik, Pengendailiain 

Penduduk dain Keluairgai Berencainai mempunyaii tugais melaiksainaikain Urusain 

Pemerintaihain di bidaing Pemberdaiyaiain Perempuain dain Perlindungain AInaik, dain 

bidaing Pengendailiain Penduduk dain Keluairgai Berencainai yaing menjaidi 

kewenaingain Kotai dain Tugais Pembaintuain yaing diberikain kepaidai kotai. Untuk 

melaiksainaikain tugais sebaigaiimainai DP3AIP2KB Kotai Baindai AIceh mempunyaii 

fungsi aidailaih sebaigaii berikut. 

1. Perumusain kebijaikain di bidaing Pemberdaiyaiain Perempuain dain Perlindungain 

AInaik, dain bidaing Pengendailiain Penduduk dain Keluairgai Berencainai; 

2. Pelaiksainaiain kebijaikain di bidaing Pemberdaiyaiain Perempuain dain Perlindungain 

AInaik, dain bidaing Pengendailiain Penduduk dain Keluairgai Berencainai; 
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3. Pelaiksainaiain evailuaisi dain pelaiporain di bidaing Pemberdaiyaiain Perempuain dain 

Perlindungain AInaik, dain bidaing Pengendailiain Penduduk dain Keluairgai 

Berencainai; 

4. Pelaiksainaiain aidministraisi Dinais Pemberdaiyaiain Perempuain, Perlindungain 

AInaik, Pengendailiain Penduduk dain Keluairgai Berencainai sesuaii dengain lingkup 

tugaisnyai; dain 

5. Pelaiksainaiain fungsi laiin yaing diberikain oleh Wailikotai terkaiit dengain tugais dain 

fungsinyai. 

Paidai DP3AIP2KB Kotai Baindai AIceh terdaipait Bidaing Perlindungain 

Perempuain dain AInaik yaing dimainai tugais bidaing ini menitikberaitkain paidai segailai 

persoailain terkaiit isu Perempuain dain ainaik, dain bidaing ini membaiwaihkain 2 (duai) 

subbidaing yaiitu Seksi Pencegaihain Kekeraisain Perempuain dain AInaik Seksi 

Penaingainain Kekeraisain dain Pemenuhain Haik Perempuain dain AInaik. Untuk 

melaiksainaikain tugais sebaigaiimainai dimaiksud maikai Bidaing Perlindungain 

Perempuain dain AInaik mempunyaii fungsi aidailaih sebaigaii berikut.  

1. Penyiaipain baihain penyusunain prograim kerjai dain rencainai kerjai bidaing 

sinkronisaisi, faisilitaisi, sosiailisaisi, penyiaipain baihain dain pelaiksainaiain 

pemberiain bimbingain teknis dain supervisi, penyiaipain forum koordinaisi, 

pengumpulain, pengolaihain, ainailisis dain penyaijiain daitai dain informaisi 

pencegaihain dain penaingainain, perlindungain perempuain dain ainaik korbain 

kekeraisain di dailaim rumaih tainggai, di bidaing ketenaigaikerjaiain, dailaim situaisi 

dairurait dain kondisi khusus sertai dairi tindaik pidainai perdaigaingain oraing, 

penyiaipain pengembaingain, penguaitain dain staindairisaisi lembaigai penyediai 
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laiyainain, dain pemenuhain haik ainaik terkaiit haik sipil, informaisi dain pairtisipaisi, 

pengaisuhain, keluairgai dain lingkungain, kesehaitain dain kesejaihteraiain sertai 

pendidikain, kreaitivitais dain kegiaitain budaiyai; 

2. Penyiaipain baihain penyusunain perumusain kebijaikain bidaing sinkronisaisi, 

faisilitaisi, sosiailisaisi, penyiaipain baihain dain pelaiksainaiain pemberiain bimbingain 

teknis dain supervisi, penyiaipain forum koordinaisi, pengumpulain, pengolaihain, 

ainailisis dain penyaijiain daitai dain informaisi pencegaihain dain penaingainain, 

perlindungain perempuain dain ainaik korbain kekeraisain di dailaim rumaih tainggai, 

di bidaing ketenaigaikerjaiain, dailaim situaisi dairurait dain kondisi khusus sertai dairi 

tindaik pidainai perdaigaingain oraing, penyiaipain pengembaingain, penguaitain dain 

staindairisaisi lembaigai penyediai laiyainain, dain pemenuhain haik ainaik terkaiit haik 

sipil, informaisi dain pairtisipaisi, pengaisuhain, keluairgai dain lingkungain, 

kesehaitain dain kesejaihteraiain sertai pendidikain, kreaitivitais dain kegiaitain budaiyai 

sesuaii dengain lingkup tugaisnyai; 

3. Penyiaipain baihain pelaiksainaiain kebijaikain bidaing sinkronisaisi, faisilitaisi, 

sosiailisaisi, penyiaipain baihain dain pelaiksainaiain pemberiain bimbingain teknis dain 

supervisi, penyiaipain forum koordinaisi, pengumpulain, pengolaihain, ainailisis dain 

penyaijiain daitai dain informaisi pencegaihain dain penaingainain, perlindungain 

perempuain dain ainaik korbain kekeraisain di dailaim rumaih tainggai, di bidaing 

ketenaigaikerjaiain, dailaim situaisi dairurait dain kondisi khusus sertai dairi tindaik 

pidainai perdaigaingain oraing, penyiaipain pengembaingain, penguaitain dain 

staindairisaisi lembaigai penyediai laiyainain, dain pemenuhain haik ainaik terkaiit haik 

sipil, informaisi dain pairtisipaisi, pengaisuhain, keluairgai dain lingkungain, 
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kesehaitain dain kesejaihteraiain sertai pendidikain, kreaitivitais dain kegiaitain budaiyai 

sesuaii dengain lingkup tugaisnyai; 

4. Pelaiksainaiain kebijaikain bidaing sinkronisaisi, faisilitaisi, sosiailisaisi, penyiaipain 

baihain dain pelaiksainaiain pemberiain bimbingain teknis dain supervisi, penyiaipain 

forum koordinaisi, pengumpulain, pengolaihain, ainailisis dain penyaijiain daitai dain 

informaisi pencegaihain dain penaingainain, perlindungain perempuain dain ainaik 

korbain kekeraisain di dailaim rumaih tainggai, di bidaing ketenaigaikerjaiain, dailaim 

situaisi dairurait dain kondisi khusus sertai dairi tindaik pidainai perdaigaingain oraing, 

penyiaipain pengembaingain, penguaitain dain staindairisaisi lembaigai penyediai 

laiyainain, dain pemenuhain haik ainaik terkaiit haik sipil, informaisi dain pairtisipaisi, 

pengaisuhain, keluairgai dain lingkungain, kesehaitain dain kesejaihteraiain sertai 

pendidikain, kreaitivitais dain kegiaitain budaiyai sesuaii dengain lingkup tugaisnyai; 

5. Pelaiksainaiain monitoring, evailuaisi dain pelaiporain bidaing sinkronisaisi, faisilitaisi, 

sosiailisaisi, penyiaipain baihain dain pelaiksainaiain pemberiain bimbingain teknis dain 

supervisi, penyiaipain forum koordinaisi, pengumpulain, pengolaihain, ainailisis dain 

penyaijiain daitai dain informaisi pencegaihain dain penaingainain, perlindungain 

perempuain dain ainaik korbain kekeraisain di dailaim rumaih tainggai, di bidaing 

ketenaigaikerjaiain, dailaim situaisi dairurait dain kondisi khusus sertai dairi tindaik 

pidainai perdaigaingain oraing, penyiaipain pengembaingain, penguaitain dain 

staindairisaisi lembaigai penyediai laiyainain, dain pemenuhain haik ainaik terkaiit haik 

sipil, informaisi dain pairtisipaisi, pengaisuhain, keluairgai dain lingkungain, 

kesehaitain dain kesejaihteraiain sertai pendidikain, kreaitivitais dain kegiaitain budaiyai 

sesuaii dengain lingkup tugaisnyai; dain 
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6. Pelaiksainaiain tugais-tugais kedinaisain laiin yaing diberikain oleh pimpinain sesuaii 

dengain bidaing tugaisnyai. 

4.1.Struktur Organisasi  
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4.2. Unit Pelaiksainai Teknis Daieraih Perlindungain Perempuain dain AInaik 

(UPTD PPAI) Kotai Baindai AIceh  

 

Sumber: UPTD PPAI Kotai Baindai AIceh  

Unit Pelaiksainai Teknis Daieraih Perlindungain Perempuain dain AInaik Kotai 

Baindai AIceh aitaiu yaing disingkait dengain UPTD PPAI Kotai Baindai AIceh yaing 

memberikain pelaiyainain paidai Gedung Pusait Pemberdaiyaiain Perempuain dain 

Kreaitivitais AInaik (UPTD Perlindungain Perempuain dain AInaik) berlokaisi di Jailain 

Prof. AIli Haisyimi Paingo Raiyai, Kecaimaitain Ulee Kaireng, Kotai Baindai AIceh. UPTD 

PPAI Kotai Baindai AIceh dibentuk melailui Peraiturain Wailikotai Baindai AIceh Nomor 

80 Taihun 2021 Tentaing Susunain, Kedudukain, Tugais, Fungsi, dain Taitai Kerjai Unit 

Pelaiksainai Teknis Daieraih Perlindungain Perempuain dain AInaik Paidai Dinais 

Pemberdaiyaiain Perempuain, Perlindungain AInaik, Pengendailiain Penduduk dain 

Keluairgai Berencainai. 
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1.1.1.1 Visi dain Misi  

1. Visi  

“ Terwujudnyai Kotai Baindai AIceh yaing Gemilaing dailaim Bingkaii Syairiaih.”  

2. Misi  

a. Meningkaitkain pelaiksainaiain Syairiait Islaim dailaim bidaing penguait aiqidaih, 

syairiait dain aikhlaik. 

b. Meningkaitkain kuailitais pendidikain, kebudaiyaiain, kepemudaiain, dain 

olaihraigai. 

c. Meningkaitkain pertumbuhain ekonomi, pairiwisaitai, dain kesejaihteraiain 

maisyairaikait. 

d. Meningkaitkain kuailitais kesehaitain maisyairaikait. 

e. Mewujudkain kuailitais taitai kelolai pemerintaihain yaing baiik. 

f.  Membaingun infraistruktur kotai yaing raimaih lingkungain dain berkelainjutain. 

g. Memperkuait upaiyai pemberdaiyaiain perempuain dain perlindungain ainaik. 

 4.1.1.2 Tugais Pokok dain Fungsi 

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di 

wilayah kerjanya dalam memberikan layanan dasar bagi perempuan dan anak yang 

mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. 

Dalam melaksanakan tugas UPTD PPA mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD PPA; 

2. Pelaksanaan urusan umum dan kesekretariatan; 

3. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat; 
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4. Pelaksanaan penjangkauan korban; 

5. Pelaksanaan pengelolaan kasus; 

6. Penyelenggaraan penampungan sementara; 

7. Pelaksanaan mediasi; 

8. Pelaksanaan pendampingan; 

9. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait; dan 

10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapora. 

4.3.Sruktur Organisasi  
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1.2 Hasil Penelitian  

1.2.1 Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak  Oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh 

Hasil Observasi yakni pelaporan kasus yang dilakukan secara langsung ke 

UPTD PPA Kota Banda Aceh. 

Gambar 4.3 Proses pelaporan kasus 

Sumber: UPTD PPA 

Pelaporan kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh bisa dilakukan secara langsung dan juga 

melalui hotline, pada gambar diatas dapat dilihat bahwa pelaporan kekerasan 

terhadap anak dilakukan secara langsung ke UPTD PPA Kota Banda Aceh. 

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk pelanggaran HAM 

yang sangat serius dan memilki konsekuensi yang tidak dapat dikembalikan. 
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Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti 

pedofilia, pemerkosaan dan penganiayaan seksual lainnya. Anak-anak yang 

menjadi korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma dan stres yang 

signifikan, serta dapat meninggalkan bekas-bekas yang sulit untuk disembuhkan. 

Mereka juga berisiko tinggi mengalami kesulitan emosi, kesulitan sosial, dan 

masalah kesehatan fisik dan mental lainnya. Sebagimana hasil wawancara yang 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, beliau menyatakan:  

“Kasus kekerasan seksual pada anak memang seperti gunung es yang tidak 

bisa untuk di hentikan, kasus kekerasan seksual ini merupakan suatu masalah 

yang luar biasa, yang dimana korbannya sekarang lebih banyak pada usia 4-

5 tahun, sehingga pemerintah Kota Banda Aceh sendiri semakin gencar untuk 

meminimalisir angka kekerasan seksual pada anak”27 

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran yang serius sebab 

efek dari kekerasan tersebut akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang terlebih 

lagi jika anak sudah mengalami kekerasan seksual pada umur 4-5 tahun, pengaruh 

pada anak mungkin tidak akan tampak sekarang, namun akan berimbas beberapa 

tahun kemudian  

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:  

“Kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh, masih menjadi sesuatu 

hal yang harus sangat di perhatiakan, dan Pemerintah Kota Banda Aceh juga 

sudah melakukan upaya-upaya pencegagahan untuk meminimalisir angka 

 
27 Wawancara dengan Ibu D, selaku Kasie Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan 

dan Anak di DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tanggal 10 Juli 2024 
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kekerasan seksual pada anak, tindak kekerasan seksual pada anak ini sangat 

di sayangkan karena mirisnya pelaku merupakan orang terdekat korban.”28 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak dalam Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 mewajibkan setiap orang 

untuk melindungi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual, anak harus di 

lindungi dari segala jenis tindak kekerasan salah satunya yaitu kekerasan seksual 

anak, bukan malah orang terdekat yang menjadi bahaya untuk anak.  

Hasil wawancara dengan Psikolog UPTD PPA Kota Banda Aceh, beliau juga 

menyatakan:  

“Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu masalah yang akan       

mempengaruhi anak pada masa tumbuhnya, memang pada umumnya anak-

anak yang baru saja mengalami kekerasan seksual tidak akan mengerti apa 

yang terjadi pada dirinya, karena pemahaman mereka yang belum cukup 

matang, sehingga reaksi terhadap kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk 

dampaknya sendiri bisa jadi akan merasa ketakutan, merasa tidak nyaman 

dan trauma.”29  

 

 Pentingnya pembelajaran seksual kepada anak-anak karena dapat membantu 

anak menjadi lebih aware dan responsif terhadap isu-isu seksual yang di hadapi 

dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin masih banyak pada masa sekarang ini 

orangtua yang merasa tabu untuk mengajari pembelajaran seksual, sehingga 

mengakibatkan kurangnya pengetahuan anak mengenai hal tersebut membuat 

mereka rentan dan tidak tau harus melakukan apa jika mengalami kekerasan seksual 

dengan mengerti materi seksual yang tepat, anak-anak dapat memahami tentang 

 
28 Wawancara dengan Ibu RZ, S.E., selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3AP2KB 

Kota Banda Aceh pada Tanggal 11 Juli 2024  
29 Wawancara dengan ibu WYV, M.Psi., Psikolog. Selaku Psikolog di UPTD PPA Kota Banda 

Aceh pada Tanggal 15 Juli 2024.  
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tubuh mereka sendiri, selain itu, pembelajaran seksual dapat membantu mencegah 

kejadian-kejadian tidak diinginkan seperti kehamilan tidak sah dan penyebaran 

Penyakit Menular Seksual (PMS). Oleh karena itu, penting bagi orang tua, guru, 

dan pendidik lainnya untuk memberikan pengajaran seksual yang akurat, efektif, 

dan sesuai dengan usia anak. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh menjadi 

individu yang seimbang, percaya diri, dan memiliki kemampuan untuk menjaga 

kesehatan reproduksi mereka sendiri.  

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB) di Kota 

Banda Aceh, pada penelitian ini di ukur dalam 3 (tiga) indikator penanganan yaitu: 

keadilan prosedural, keadilan interaksional, keadilan distributive.  

1. Keadilan Prosedural  

Keadilan Prosedural sangat penting dalam memastikan bahwa kasus 

kekerasan seksual anak ditangani dengan cara menghormati hak dan martabat 

semua pihak yang terlibat, termasuk korban anak, pelaku, dan keluarga mereka. Ini 

membantu untuk menumbuhkan rasa percaya kepada Lembaga yang akan 

membantu menangani dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang 

terlibat. Prosedural ini sendiri meliputi kebijakan dan penanganan yang diberikan.  
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Gambar 4.4. Alur Pelayanan Pendampingan UPTD PPA Banda Aceh 

Sumber: UPTD PPA Banda Aceh 

 

Penanganan dilakukan jika ada Kasus langsung dan Kasus Rujukan, 

Perbedaan dari Kasus langsung dan Rujukan adalah jika kasus langsung korban 

melaporkan langsung kasusnya ke kantor UPTD PPA Kota Banda Aceh atau juga 

bisa melalui Hotline UPTD PPA Kota Banda Aceh. Kasus rujukan merupakan 

kasus yang sudah ada pelaporan sebelumnya namun tidak langsung di laporkan 

UPTD PPA Kota Banda Aceh.  

Pada Proses penanganan, kasus yang masuk baik secara langsung maupun 

rujukan akan di disposisi dan di serahkan kepada manager kasus, manager kasus 

akan mengarahkan siapa pendamping yang akan bertanggung jawab untuk 

penanganan kasus baru tersebut, konselor pendamping akan mendampingi korban 

selama proses penanganan berlanjut. 

 Sesuai dengan arahan manager kasus maka kasus tersebut akan di proses 

berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu melakukan Intervensi terhadap kasus 

yang masuk, maka hasil dari Intervensi tersebut akan ditentukan pendamping dan 
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tahapan pada proses pendampingan kasusnya. Berdasarkan Intervensi tersebut 

makan dilakukan pengawalan kasus kekerasan terhadap anak, melibatkan 

pendekatan yang cermat dan berfokus pada perlindungan anak. Konselor hukum 

akan membantu melalui proses hukum, seperti melaporkan ke polisi dan 

mengajukan tindakan hukum. Sementara itu, Psikolog akan dapat membantu anak 

dalam proses pemulihan dan pengelolaan dampak traumatis dari kekerasan yang 

dialami.  

Konselor Psikolog (Pendamping) Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:  

“Untuk penanganan awal, jika diperlukan pihak UPTD PPA Kota Banda 

Aceh akan melakukan visum kepada korban.”30 

 

Tujuan visum dalam proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak 

adalah untuk mendokumentasikan bukti-bukti fisik yang dapat digunakan dalam 

proses hukum. Visum juga bertujuan untuk memastikan korban mendapatkan 

perawatan medis yang sesuai dan perlindungan yang diperlukan, serta untuk 

memfasilitasi pengumpulan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan kepolisian 

dan penuntutan pelaku kekerasan seksual. Dengan demikian, visum merupakan alat 

penting dalam upaya melindungi korban dan memastikan keadilan dalam 

penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. 

Konselor Hukum (Pendamping) Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:  

 
30 Wawancara dengan Ibu EMS, S.psi, selaku Konselor Psikolog (pendamping), pada Tanggal 11 

Juli 2024 
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“Sebagai konselor kita akan memberikan pemahaman terlebih dahulu 

kepada klien atau orangtua, terkait pendampingan mulai dari pembuatan 

laporan hingga sampai keputusan nantinya.”31 

Kerja sama antara orang tua dan pihak berwenang sangat penting dalam 

penanganan kekerasan seksual pada anak. Memberikan pemahaman tentang 

prosedur penanganan kekerasan seksual pada anak dapat meningkatkan kerja sama 

antara orang tua dan pihak berwenang dalam mendapatkan bantuan dan dukungan 

yang diperlukan. Dengan demikian, anak-anak dapat lebih cepat mendapatkan 

perawatan medis, bantuan hukum, dan perlindungan yang tepat. 

Kemudian Psikolog Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:  

“Dalam penanganan terhadap anak akan dilakukan pemeriksaan terlebih 

dahulu untuk melihat kondisi kesehatan, biasanya pada anak-anak tidak 

terlalu terjadi perubahan perilaku, namun tetap akan tetap dilakukan 

pemeriksaan psikologis lebih lanjut untuk melihat apakah hal tersebut wajar 

atau tidak.”32 

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual umumnya berusia 5-6 

tahun, dengan usia yang belum bisa matang untuk berpikir menyebabkan anak akan 

lambat merespon apa yang sudah ia alami, sehingga pengaruhnya mungkin tidak 

terlalu terlihat jika dibandingkan dengan orang dewasa yang mengalami kekerasan 

seksual, sehingga pada proses penanganan yang di lakukan oleh psikolog peran 

orangtua, keluarga dan orang terdekat korban sangatlah dibutuhkan dalam proses 

pemulihannya.  

 
31 Wawancara dengan Bapak R, SH, selaku Konselor Hukum di UPTD PPA Kota Banda Aceh, 

Tanggal 11 Juli 2024  
32 Wawancara dengan ibu WYV, M.Psi., Psikolog. Selaku Psikolog di UPTD PPA Kota Banda 

Aceh pada Tanggal 15 Juli 2024.  
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“Akan dilakukan konseling kepada orangtua dan orang-orang terdekat 

terkait apa yang harus dilakukan untuk membantu pemulihan korban, karena 

pendampingan itu harus dilakukan setiap hari sehingga peran orangtua dan 

keluarga sangat dibutuhkan. Orangtua dan keluarga akan diarahkan untuk 

melakukan hal akan mengurangi rasa trauma korban, setelah pendampingan 

dilakukan oleh keluarga makan akan dilakukan follow up kembali, jika 

melihat kondisi korban sudah baik maka tidak akan dilakukan pemeriksaan 

psikologis lebih lanjut, namun jika melihat kondisi korban masih 

membutuhkan pemulihan trauma maka akan dilanjutkan pendampingan 

kembali dari pihak UPTD PPA”33 

 

Konseling terhadap orangtua dan orang terdekat korban memang diperlukan, 

karena yang mendampingi anak setiap harinya adalah orangtua dan orang-orang 

terdekat, peran mereka dalam proses pemulihan korban sangat diperlukan, sehingga 

dengan pengetahuan orangtua dan orang terdekat korban dalam proses 

pemulihannya, korban akan lebih cepat pulih dari rasa traumanya.  

 

 

Gambar 4.5. Konseling Anak Korban Kekerasan Seksual 

Sumber: Instagram UPTD PPA 

 
33 Wawancara dengan ibu WYV, M.Psi., Psikolog. Selaku Psikolog di UPTD PPA Kota Banda 

Aceh pada Tanggal 15 Juli 2024 
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Konseling anak kekerasan seksual sangat penting dalam menangani korban 

kekerasan seksual, terutama anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak-anak 

adalah salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi dan paling sulit untuk 

diatasi. Oleh karena itu, konseling anak kekerasan seksual menjadi langkah yang 

efektif dalam mengembalikan keselamatan dan kesehatan mental anak-anak 

korban. Dalam konseling, anak-anak korban dapat dibantu untuk menghadapi stres 

dan trauma yang dihasilkan dari pengalaman kekerasan tersebut, serta membantu 

mereka untuk mengembangkan kesadaran dan kemampuan untuk melindungi diri 

sendiri dari ancaman kekerasan seksual. 

Gambar 4.6. Proses Pemulihan Psikologis Korban 

Sumber: Instagram UPTD PPA 

 

Pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual adalah sesuatu yang 

memerlukan perhatian khusus karena keberhasilan proses pemulihan ini akan 

berpengaruh terhadap anak untuk kedepannya, sehingga dengan adanya pemulihan 

psikologis ini anak akan kembali ceria seperti sebelumnya.  
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2. Keadilan Interaksional  

Keadilan interaksional dalam penanganan kekerasan seksual pada anak 

adalah prinsip-prinsip yang menuntut adanya kebijakan dan kerjasama/kolaborasi 

antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi, masyarakat, dan korban, 

dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.  

 Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan 

Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, beliau menyatakan:  

“Kebijakan Kota Layak Anak merupakan salah satu kebijakan jangka 

panjang yang di harapkan bisa menekan angka kekerasan terhadap anak salah 

satunya kekerasan seksual, dengan kebijakan akan menyediakan Lembaga 

layanan, program-program dan kegiatan yang akan menyasar pada kelompok 

masyarakat yang akan berpotensi membantu pencegahan kekerasan seksual pada 

anak.”34 

Dalam Qanun Kota Banda Aceh No 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, 

pada pasal 6 ayat (1) Hak asasi anak wajib dijamin, dilindungi, dihormati dan 

dipenuhi oleh Pemerintah Kota, dengan dukungan dari orang tua, keluarga, 

masyarakat, dunia usaha dan media massa. Di berlakukannya Kebijakan Kota layak 

ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran serta partisipasi untuk ikut serta 

melindungi anak-anak dari hal-hal yang tidak diinginkan.  

“Strategi yang dilakukan oleh DP3AP2KB melalui 3 strategi penanganan 

yaitu berbasis layanan, berbasis program dan berbasis kolaborasi”35 

 

 
34 Wawancara dengan Ibu RZ, S.E., selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak di 

DP3AP2KB Kota Banda Aceh pada Tanggal 11 Juli 2024 
35 Wawancara dengan Ibu RZ, S.E., selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak di 

DP3AP2KB Kota Banda Aceh pada Tanggal 11 Juli 2024 
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Upaya Penanganan/Starategi yang dilakukan oleh Dinas Pemerdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 

dilakukan dengan 3 (tiga) strategi yaitu:  

1. Upaya penanganan berbasis layanan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga 

(PUSPAGA) dengan Puspaga ini akan dilakukan edukasi dan konseling kepada 

keluarga, orangtua, guru, dengan adanya Puspaga ini diharapkan agar 

menambah pengetahuan orangtua, guru, pengasuh dan lainnya bahwa anak 

merupakan orang yang rentan mengalami kekerasan, sehingga dengan adanya 

edukasi yang diberikan akan meningkatkan kewaspadaan para orangtua 

terhadap keselamatan anak dari para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. 

  

Gambar 4.7. Sosialisasi Pola Asuh Anak 

Sumber: Instagram DP3AP2KB Kota Banda Aceh 

 

Sosialisasi pola asuh anak sangat penting dalam menangani kekerasan seksual 

pada anak. Dalam memberikan pendidikan pada anak, orang tua dan pendidik harus 

memberikan kesadaran akan pentingnya batas-batas fisik dan emosional dalam 

interaksi dengan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajar anak 
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untuk tidak pernah menyerahkan privasi tubuhnya kepada orang lain, serta tidak 

pernah menerima tindakan yang tidak senonoh. 

2. Berbasis program dan kegiatan, DP3AP2KB melakukan pelatihan-pelatihan 

dan penguatan kapasitas kepada masyarakat, aparatur gampong, guru dan 

stakeholder lainnya yang diharapkan akan bisa melindungi anak agar terhindar 

dari tindak kekerasan seksual, program ini bertujuan untuk memperluas 

jangkauan informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh. 

 

Gambar 4.8. Pelatihan Fasilitator Masyarakat 

Sumber: Instagram DP3AP2KB Kota Banda Aceh 

 

Pelatihan fasilitator masyarakat dalam penanganan kekerasan seksual pada 

anak adalah salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan 

kemampuan masyarakat dalam mendukung penanganan kekerasan seksual pada 

anak. 

 

3. Berbasis kolaborasi/ sinergi program, strategi ini dilakukan dengan Lembaga-

lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan, dengan adanya kerjasama 

antar Lembaga ini diharapkan mampu memperluas sasaran edukasi sehingga 



55 

 

akan membuka kesadaran para orangtua juga masyarkat untuk meningkatkan 

pemahaman mengenai tindak kekerasan seksual yang mungkin terjadi pada 

anak. 

Gambar 4.9. DP3AP2KB Sinergikan Perlindungan Perempuan dan Anak 

Sumber: Website Diskominfo Banda Aceh 

 

Kolaborasi dalam proses penanganan kekerasan seksual anak tentu 

melibatkan beberapa pihak sehingga untuk penangananya akan lebih efektif.  

Kasie bagian Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, beliau menyatakan:  

 “Kolaborasi dengan lintas sectoral seperti Dinas Sosial, Baitul Mal, Dinas 

Pendidikan dan Mahyamah Syariah dan Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM)”36 

Kolaborasi perlu dilakukan agar proses penanganan yang dilakukan berjalan 

efektif karena melibatkan banyak pihak. 

 

 
36 Wawancara dengan Ibu D, selaku Kasie Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan 

dan Anak di DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tanggal 10 Juli 2024 
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Gambar 4.10. Kolaborasi Mahkamah Syar’yah dan DP3AP22KB Kota 

Banda Aceh 

Sumber: Website Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 

 

Kolaborasi memang sangat di perlukan untuk mempercepat proses 

penanganan, seperti kolaborasi dengan Mahkamah Syar’iah, ada MoU anatara 

DP3AP2KB dan Mahkamah Syari’ah yaitu Inovasi Loka Rajin, klien-klien yang 

akan melakukan proses persidangan salah satunya sidang jinayat akan dilakukan 

konseling terlebih dahulu dan juga melibatkan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran 

Keluarga). Dinas Sosial dan Bitul Mal juga ikut serta untuk memberikan bantuan 

jika korban tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan korban yang 

putus sekolah juga akan di arahkan ke Dinas Pendidikan. 

3. Keadilan Distributif 

Keadilan distributive adalah konsep yang memastikan bahwa pemberian 

sanksi dan pengembalian hak-hak kepada korban kekerasan seksual pada anak 

dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.  
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Hasil wawancara dengan Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh, beliau 

menyebutkan:  

“untuk hukuman atau pemberian sanksi terhadap pelaku untuk sekarang ini 

sudah ternasuk bagus, hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual anak itu 

125-175 bulan, jadi seharusnya itu sudah cukup memberikan efek jera 

kepada pelaku”37 

 

Pemberian hukuman kepada pelaku menjadi salah satu faktor yang akan 

melindungi korban dari pengalaman traumatisnya dan untuk menyadarkan pelaku 

bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan tidak hanya menyakiti korban juga 

merusak nilai-nilai dan norma sosial. Sanksi ini juga seharusnya bisa menjadi 

contoh bahwa tindakan kekerasan seksual tidak akan bisa diterima dan harus diberi 

hukuman. 

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Banda Aceh, beliau menyatkan:  

“Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual tentu akan diberikan 

hak-haknya, seperti hak dalam penanganan kasusnya, pendampingan hukum, 

pemulihan psikologis hingga memberikan bantuan-bantuan seperti peralatan 

sekolah dan lainnya, sehingga adanya kolaborasi antara DP3AP2KB dengan 

Lembaga lain salah satu tujuannya adalah memenuhi hak-hak korban.”38 

 
37 Wawancara dengan Bapak R, S.H, selaku konselor hukum  di UPTD PPA Banda Aceh 11 Juli 

2024 

 
38 Wawancara dengan Ibu RZ, S.E., selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak di 

DP3AP2KB Kota Banda Aceh pada Tanggal 11 Juli 2024 
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Pemenuhan hak-hak anak, seperti hak dalam proses penanganan, hak 

perlindungan dan hak pemulihan merupakan kewajiban Lembaga-lembaga seperti 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan Anak (UPTD PPA) dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang 

bertanggung jawab mengenai penanganan kekerasan terhadap anak, dengan adanya 

pemenuhan hak-hak anak ini, maka akan sangat membantu dalam proses 

penulihannya, dan juga dengan keterlibatan Lembaga-lembaga dalam pemenuhan 

hak-hak korban maka masyarakat juga akan lebih percaya dalam melaporkan kasus-

kasus kekerasan pada anak yang terjadi dilingkungannya, sehingga korban-korban 

kekerasan seksual akan mendapatkan penanganan dan hak yang seharusnya ia 

dapatkan.  

Konselor Hukum (Pendamping) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyebutkan:  

“ada beberapa hak anak dalam persidangan yaitu, sidang anak, yang dimana 

siding anak ini berbeda dengan sidang pada umumnya, seperti hakim yang tidak 

memakai baju persidangan, pelaku tidak ditempatkan dalam satu ruangan dengan 

korban, selanjutnya dalam persidangan anak hanya akan memberikan kesaksiaan 

yang ia ketahui saja tanpa ada pemaksaan.”39 

 

Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pada 

pasal 69A, perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana 

yang di maksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan dengan upaya :  

 
39 Wawancara dengan Bapak R, S.H, selaku konselor hukum (pendamping) di UPTD PPA Banda 

Aceh 11 Juli 2024 
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a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.  

b. Rehabilitasi sosial  

c. Pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan  

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat 

pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan 

pemeriksaan sidang pengadilan.  

Berdasarkan wawancara yang diperoleh oleh peneliti maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual, 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh telah berupaya 

semaksimal mungkin, DP3AP2KB berupaya memberikan bantuan-bantuan materi 

dengan bekerjasama dengan Lembaga lain dan UPTD PPA membantu dalam proses 

penanganan dan pemulihan korban di Kota Banda Aceh.  

Untuk tringulasi waktu penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, 

setiap kasus memiliki masa waktu penangan yang berbeda-beda, ada yang proses 

penangananya cepat dan juga lambat penyebabnya biasanya yaitu korban yang sulit 

untuk dimintai keterangan dan juga pelaku yang tidak koperatif.  

4.2.2 Tantangan dan Hambatan dalam Penanganan Kekerasan Seksual 

terhadap anak  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
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(DP3AP2KB) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 

Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh, ada beberapa faktor yang menjadi tantangan 

dan hambatan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak yaitu ; 

1. Orangtua  

Orangtua menjadi salah satu tantangan dalam proses penanganan kekerasan 

seksual pada anak di Kota Banda Aceh, seharusnya orangtua yang menjadi garda 

terdepan dalam melindungi anak namun malah menjadi salah satu hambatan dalam 

proses penanganannya. 

Hasil wawancara dengan Konselor Psikolog (Pendamping) Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau 

menyatakan: 

“konseling dampaknya jangka Panjang, pemahaman orangtua yang kurang, 

kurangnya konsisten orang tua dalam proses pemulihan anaknya, konseling 

dilakukan dalam beberapa kali pertemuan karna konsisten orangtua 

sehingga pemulihan anak itu lama”40 

Kurangnya Konsistensi orangtua terhadap pemulihan anaknya merupakan 

suatu permasalahan yang besar, karena orangtua yang seharusnya menjadi orang 

pertama yang berusaha terhadap kesembuhan anak namun malah tidak perduli, jika 

orangtua saja tidak memperdulikan kesembuhan anaknya bagaimana dengan 

kepeduliaan oranglain. 

Selanjutnya Psikolog Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyatakan: 

 
40 Wawancara dengan Ibu EMS, S.psi, selaku Konselor Psikolog (pendamping), pada Tanggal 11 

Juli 2024 
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“Untuk penanganan terhadap anak biasnya itu pada keluarga, banyak kasus 

yang sudah kita buat planning dalam penanganan kasus tapi 

orangtua/keluarga tidak koperatif, pengaruh dari tidak koperatif nya 

orangtua/ kelurga jadinya sikorban seharusnya mengikuti program seperti 

psikoterapi atau edukasi dll tidak hadir kembali padahal korban masih rentan 

anak”41 

Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual tentu akan mengalami 

traumatis sehingga memang sangat diperlukan pemulihan-pemulihan psikologi 

korban, namun karena tidak koperatif nya orangtua dalam pemulihan anaknya dapat 

mengakibatkan anak akan dalam trauma seumur hidupnya.  

Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:  

“tantanganya salahsatunya pada orangtua, karena kurangnya Pendidikan 

sehingga saat kita memberikan pemahaman hanya mendengar tapi tidak 

menerima”42 

Kurangnya pendidakan memang suatu tantangan besar karena mengakibatkan 

kurangnya pemahaman para orangtua terhadap proses-proses yang harus mereka 

lalui dalam penanganan kekerasan seksual terhadap korban. 

2. Korban  

Korban menjadi salah satu tantangan dalam proses penanganan kekerasan 

seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh.  

Hasil wawancara dengan Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:  

“Salah satu yang menjadi tantangan dalam proses penanganan ya si korban 

sendiri, karena rata-rata umur anak yang mengalami kekerasan seksual itu masih 

 
41 Wawancara dengan ibu WYV, M.Psi., Psikolog. Selaku Psikolog di UPTD PPA Kota Banda 

Aceh pada Tanggal 15 Juli 2024 
42 Wawancara dengan Bapak R, S.H, selaku konselor hukum di UPTD PPA Banda Aceh 11 Juli 

2024 
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pada usia 5-6 tahun, sehingga dia itu belum mengerti apa yang dialami, dan agak 

sulit untuk menggali informasi”43 

 

Korban menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karena usia korban 

yang masih dibawah umur mengakibatkan dia belum mengerti dan paham 

mengenai apa yang dia alami, sehingga untuk mengetahui kronologi dan apa yang 

terjadi kepada dirinya akan sulit. 

3. Lingkungan  

Masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam proses penanganan 

kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh, Masyarakat juga dapat memiliki 

stigma terhadap kekerasan seksual, sehingga mereka menjadi enggan untuk 

membahas atau membantu korban kekerasan seksual. Hal ini dapat membuat 

korban kekerasan seksual merasa tidak percaya diri dan tidak memiliki tempat 

untuk mencari bantuan. 

 “Kurangnya perhatian masyarakat, sebenarnya peran masyarakat sangat 

penting dalam penanganan kekerasan seksual pada anak, DP3AP2KB melakukan 

pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar menumbuhkan rasa empati dan keikut 

sertaan dalam penanganan, namun sampai saat ini malah masyarakat yang 

mengucilakan korban”44 

Masyarakat seharusnya menjadi salah satu garda terdepan bagi anak korban 

kekerasan seksual, karena pengaruh masyarakat terhadap penanganan kekerasan 

 
43 Wawancara dengan Bapak R, S.H, selaku konselor hukum di UPTD PPA Banda Aceh 11 Juli 

2024 

 
44 Wawancara dengan Ibu RZ, S.E., selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak di 

DP3AP2KB Kota Banda Aceh pada Tanggal 11 Juli 2024 
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seksual pada anak itu besar, dengan menerima korban kembali di masyarakat akan 

membuat korban tidak merasa di kucilkan, namun pada saat ini masih banyak 

masyarakat yang merasa tidak perduli dan terkadang menutupi permasalahan 

kekerasan seksual terhadap anak dan juga memberi sanksi sosial terhadap korban.  

4. Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam penanganan kasus 

kekerasan seksual terhadap anak, dalam upaya penanganan susmber daya manusia 

haruslah cukup dan juga kompeten. Sumber daya manusia yang kompeten dan 

terlatih akan dapat membantu dalam penangnan kasus kekerasan seksual pada anak.  

Hasil wawancara dengan Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:  

“Untuk di UPTD saat ini memang sebenarnya kekurangan SDM, konselor 

hanya ada 2 (dua) orang yakni konselor hukum dan konselor psikolog, karna yang 

tersedia hanya 2 (dua) orang, terkadang pihak dari konselor juga sedikit 

kewalahan, karena kasus masuk tidak tentu, terkadang banyak laporan, namun 

untuk penanganan sendiri pihak UPTD memprioritaskan yang urgent terlebih 

dahulu seperti kekerasan seksual terhadap anak.”45 

Permasalah SDM ini juga seharusnya sangat diperhatikan, karena dengan hal 

ini akan mengakibatkan keterlambatan dalam proses penanganan kekerasan 

terhadap anak. 

 

 

 
45Wawancara dengan Bapak R, S.H, selaku konselor hukum (pendamping) di UPTD PPA Banda 

Aceh 11 Juli 2024 
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1.3 Pembahasan  

Kekerasan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh memang bukan hal 

yang asing lagi ditelinga, hal ini sangatlah memprihatinkan karna kekerasan seksual 

sangatlah membawa pengaruh yang besar terhadap fisik dan mental anak, 

Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya semaksimal mungkin untuk 

meminimalisir angka kekerasan seksual pada anak dengan membuat kebijakan dan 

program-program yang diharapkan bisa menangani kasus kekerasan seksual 

terhadap anak di Kota Banda Aceh. Pada Penelitian ini ada 3 (tiga) indikator yang 

digunakan untuk melihat penanganan kekerasan seksual pada anak  yang diberikan 

oleh Dinas Pemberdeyaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh, yaitu:  

1. Keadilan prosedural  

Keadilan prosedural yakni proses penanganan kekerasan seksual terhadap 

anak harus ditangani dengan cepat dan juga melindungi privasi korban, pada pasal 

19, Qanun Nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penangan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak disebutkan bahwa penyelenggaraan  penanganan 

kekerasan terhadap anak dilaksanakan berdasarkan prinsip yaitu pada layanan 

cepat, empati, sederhana dan menjaga privasi dan kerahasian yang terkait dan 

tahapan penanganan kasus kekerasan terhadap anak meliputi : a) pencegahan, b) 

pelayanan dan perlindungan, c) pemberdayaan dan rehabilitasi. Dari hasil penelitian 
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dapat disimpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh telah melakukan penanganan kekerasan 

seksual pada anak sesuai dengan Qanun Nomor 9 tahun 2019 dan juga prosedur 

yang ada, untuk proses penanganan di lapangan dilakukan oleh UPTD PPA.  

2. Keadilan Interaksional  

Keadilan interaksional, adanya kebijakan dan kolaborasi antara berbagai 

pihak baik dari pemerintahan, non pemerintahan, organisasi, masyarakat. Dalam 

hasil penelitian ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AAP2KB) Kota Banda 

Aceh menjalankan kebijakan, strategi-strategi dan kolaborasi dalam upaya untuk 

meminimalisir angka kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh, ada 3 (tiga) 

strategi yang di jalankan yaitu berbasis layanan (PUSPAGA), berbasis program dan 

kegiatan, berbasis kolaborasi, dengan adanya strategi-strategi ini membuat semakin 

banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang semakin melek terhadap hukum dan 

berani melapor mengenai tindak kekerasan seksual di lingkungannya.  

Keberhasilan Kota Banda Aceh ini bisa dilihat dari pencapainnya sebagai 

kota layak anak, Kebijakan kota layak anak juga merupakan salah satu kebijakan 

jangka panjang yang diharapkan bisa memiliki pengaruh untuk penurunan angka 

kekerasan seksual terhadap anak, kolaborasi juga di lakukan dengan Lembaga lain 

seperti Dinas Sosial, Baitul Mal dan Mahkamah Syariah.  
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3. Keadilan Distributif 

Keadilan distributif, memastikan bahwa pemberian sanksi dan pengembalian 

hak-hak kepada korban dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Hasil dari 

penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian sanksi  kepada pelaku 

kekerasan seksual terhadap anak sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 

2014 tentang Hukum Jinayat, dimana dalam pasal 48 disebutkan bahwa setiap 

orang yang sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan penjara 

paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (serratus tujuh 

puluh lima) bulan. Pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual juga dilakukan 

dengan pendampingan kasusnya hingga selesai dan juga pemberian bantuan berupa 

materi seperti peralatan sekolah dan lainnya.  

Pada pasal 20 Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 tentang Penanganan Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Anak di sebutkan bahwa :  

Tahapam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak meliputi :  

a. Pencegahan  

b. Pelayanan dan Perlindungan  

c. Pemberdayaan dan Rehabilitasi  

Maka dapat disimpulkan bahwa DP3AP2KB da UPTD PPA Kota Banda 

Aceh telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Qanun yang tersedia, sehingga 

diharapkan kedepannya angka kekerasan seksual terhadap anak akan semakin 

menurun.   
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Ada beberapa tantangan dalam proses penanganan kekerasan seksual pada 

anak di Kota Banda Aceh yaitu :  

1. Orangtua  

Orangtua menjadi salah satu faktor tantangan dalam penangnan kekerasan 

seksual terhadap anak disebabkan oleh kurangnya pemahaman orangtua mengenai 

prosedur yang harus dilalui, pentingnya pemahaman dan pengetahuan orangtua 

dalam proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh. 

Pentingnya pemahaman orangtua mengenai dampak-dampak yang bisa terjadi bagi 

anak yang pernah mengalami tindak kekerasan seksual, dengan adanya pemahaman 

dan pengetahuan, maka orangtua-orangtua yang anak nya pernah mengalami tindak 

kekerasan seksual akan lebih waspada dan mengikuti arahan-rahan yang diberikan 

oleh pihak terkait dalam proses penanganan dan pemulihan korban.  

2. Korban  

Korban juga menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kekerasan 

seksual ini, dikarenakan anak adalah orang yang masih sangat rentan dan masih 

belum mengerti dengan kondisi yang ia alami mengakibatkan hambatan dalam 

proses penangananya.  

3. Lingkungan 

Tantangan selanjutnya dari kalangan masyarakat, kurangnya kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya dukungan dari lingkungan terhadap korban 

kekerasan seksual mengakibatkan korban akan tidak bisa berbaur kembali dengan 

lingkungannya karena terkena sanksi sosial, tujuan dari program dan kegiatan 
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kepada masyarakat terkait kekerasan seksual terhadap anak oleh DP3AP2KB Kota 

Banda Aceh adalah untuk menumbuhkan rasa simpati dan pengetahuan masyarakat 

terhadap korban dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab bahwa masyarakat 

juga memiliki peran dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. 

4. Sumber Daya Manusia  

Kurangnya Sumber Daya Manusia merupakan suatu hambatan dalam 

penanganan kekerasan seksual terhadap anak, di UPTD PPA Kota Banda Aceh 

tenaga pendamping yang tersedia hanya dua orang yaitu 1 (satu) Konselor Hukum, 

1 Konselor Psikolog, kekurangan tenaga pendamping ini tentu membuat proses 

penanganan kasus-kasus akan sedikit terhambat, namun untuk penanganan kasus 

kekerasan seksual merupakan kasus yang urgen sehingga akan lebih didahulukan 

dari kasus-kasus lainnya. 

Untuk melihat keberhasilan Kota Banda Aceh dalam penanganan kekerasan 

seksual pada anak tidak bisa hanya dilihat dari tinggi dan rendahnya angka 

kekerasan seksual pada anak, bisa jadi tingginya angka kekerasan seksual di Kota 

Banda Aceh merupakan suatu keberhasilan Kota Banda Aceh dalam memberikan 

edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kekerasan seksual terhadap anak 

sehingga membuat masyarakat Kota Banda Aceh lebih terbuka terhadap hukum 

sehingga jika ada kekerasan seksual yang terjadi mereka sudah berani melapor 

kepada pihak yang berwajib, dan juga rendahnya angka kekerasan seksual pada 

daerah lain bisa jadi karena masyrakat nya yang belum berani melapor dan belum 

melek terhadap hukum yang ada.  
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Pada Penelitian terbaru ini juga hampir memiliki kesamaan dengan penelitian 

terdahulu yaitu penelitian Nadia Ortusara, 2022, dengan judul skripsi “Pemenuhan 

Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU No 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh. Pada 

hasil penelitiannya ternyata memiliki kesamaan pada tantangan yang di hadapi 

dalam proses penanganan dan rehabilitas nya yaitu salah satunya korban yang sulit 

di mintai keterangan dan juga kurangnya keberanian korban untuk melapor kepada 

Lembaga penanganan terkait kasus kekerasan seksual yang korban alami. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, pihak 

DP3AP2KB Dan UPTD PPA Kota Banda Aceh dapat dikatakan sudah menjalankan 

tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang dimiliki oleh 

DP3AP2KB dan UPTD PPA dalam penanganan kasus kekrasan seksual  terhadap 

anak. Namun, meskipun begitu beberapa tantangan juga ditemukan dalam 

memberikan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. 

1. Berdasarkan indikator pada penelitian ini, penanganan kasus kekerasan seksual 

pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 1) Keadilan Prosedural DP3AP2KB dan UPTD 

PPA Kota Banda Aceh melakukan penanganan sesuai dengan prosedur yang ada 

dan dijalankan secara adil. 2) Keadilan Interaksional DP3AP2KB dan UPTD 

PPA Kota Banda Aceh melakukan kolaborasi dengan Lembaga-lembaga yang 

juga memiliki kewajiban terhadap anak korban kekerasan seksual, kolaborasi 

dilakukan untuk meminimalisirkan angka kekerasan yang terjadi di Kota Banda 

Aceh. 3) Keadilan Distributif DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Banda Aceh 

telah berupaya untuk memberikan pemenuhan hak anak dan juga memberikan 

sanksi seberat-beratnya kepada pelaku, pemenuhan hak dilakukan dengan 

pemulihan terhadap korban dan juga memberikan bantuan lainnya.  
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2. Tantangan dalam proses penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Banda 

Aceh adalah : 1) Orangtua, kurangnya pengetahuan orangtua terkait pentingnyya 

perannya dalam proses penanganan merupakan suatu hal yang akan 

memperlambat proses penanganan. 2) Korban, dikarenakan umur korban yang 

belum bisa berkomunikasi dan berpikir secara matang menyebabkan tantangan 

bagi pihak terkait dalam proses penanganannya. 3) Lingkungan, kurangnya 

kesadaran masyarakat bahwa perannya juga di butuhkan dalam penanganan 

kekerasan seksual terhadap anak, namun malah sebaliknya masyarakat malah 

memberi stigma buruk terhadap korban. 4) SDM, kurangnya Sumber Daya 

Manusia mengakibatkan keterlambatan dalam proses penanganan terhadap 

korban. 

5.2 Saran  

Berikut beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan 

pertimbanagan dalam memberikan penanganan kekerasan seksual terhadap anak : 

1. Saran kepada DPR Aceh dan DPRK Banda Aceh  

Dewan Permusyawaratan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh harus lebih memperkuat Qanun Aceh No 9 tahun 

2019 tentang Penyelnggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan 

Anak dan Qanun Kota Banda Aceh No 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak 

dengan lebih memperhatikan terkait kekerasan seksual terhadap anak, termasuk 

hukum yang lebih efektif terhadap pelaku dan pemberian hak-hak bagi anak korban 

kekerasan seksual. 
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2. Saran Untuk Masyarakat  

Masyarakat memiliki peran penting dalam menghentikan kekerasan seksual 

pada anak. Mereka harus menjadi bagian dari jaringan dukungan bagi korban dan 

memberikan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pendidikan tentang hak-

hak anak. Masyarakat juga harus berhenti memandang sebagai privasi pribadi dan 

mengejar pelaku kekerasan, serta memberikan dukungan pada korban untuk 

mendapatkan kembali keamanan dan keselamatan. 
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